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ABSTRAK

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi
Komulatif Tindak Pidana Pelayaran Bagi Nahkoda Yang Melayarkan Kapal
Tanpa Surat Ijin Dari Syahbandar Dan Kapal Tidak Di Lengkapi Alat
Komunikasi Radio (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 60/Pid.B/2018/PN Rno)
untuk menjawab pertanyaan: (1) Apa pertimbangan hukum hakim dalam putusan
Nomor: 60/Pid.B/2018/PN Rno, dan (2) bagaimana tinjauan hukum pidana Islam
terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 60/Pid.b/2018/PN Rno,
bagi pelaku tindak pidana pelayaran.

Penelitian ini data diperoleh dari kajian kepustakaan, yaitu berupa teknik
bedah putusan, dokumentasi serta kepustakaan. Data yang dikumpulkan adalah
data yang berkaitan dengan tindak pidana pelayaran, yakni berupa bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder. Setelah data terkumpul, data dianalisis
dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pola pikir induktif.

Penelitian ini menitikberatkan pada pertimbangan hukum hakim yang
mengunakan unsur dari pasal 219 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta
rupiah) dan pasal 307 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sedangkan Hakim memutus dengan
pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. Akan tetapi di dalam pasal terdapat
kata “dan” yang artinya harus disertakan dendanya. Dalam perkara ini terdakwa
Abu Hari Nuru telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana pelayaran,
yang bisa dilihat dari pertimbangan hakim yang mengunakan unsur-unsur dari
pasal 323 ayat (1) jo pasal 219 ayat (1), dan paal 307 jo pasal 131 ayat (2)
Undang-undang nomor. 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Dalam tinjuan Hukum
Pidana Islam dikarenakan unsur-unsur dari tindak pidana pelayaran telah
terpenuhi maka terdakwa dapat dikenakan sanksi pidana berupa ta’zir, karena
tindak pidana pelayaran tidak ditetapkan jenis hukumannya dalam al-Qur’an dan
al-Hadist. Pelanggaran yang dilakukan termasuk pada ¢a zir yg berkaitan dengan
harta dan keamanan umum jenis fa’zir dalam bentuknya diserahkan sepenuhnya
kepada hakim atau penguasa, bisa dalam bentuk sanksi yang ringgan ataupun
berat, seperti hukuman cambuk, hukuman penjara, penyitaan harta, hukuman
denda, peringatan keras, pengucilan dan bahkan hukuman mati.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan untuk penegak
hukum terutama hakim yang di berikan kekuasaan untuk memutus suatu perkara
alangkah baiknya dalam memutus sesuai dengan ketentuan yang ada agar
tercapainya keadilan hukum bagi masyarakat dan pencegahan kepada masyarakat
agar tidak melakukan tindak pidana pelayaran.
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BAB |

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia terdiri dari 17.508 pulau yang tersebar di zona ekuatorial
antara 90°15” BT dan 141°05° BT, dan antara 6°08’ LU dan 11°55° LS. Bagian
barat Indonesia meliputi gugusan pulau-pulau besar (Sumatra, Kalimantan,
dan Jawa), sedangkan bagian timur Indonesia terdiri dari Sulawesi dan Papua
serta gugusan pulau-pulau yang kecil, yaitu gugusan pulau-pulau Nusa
Tenggara dan Maluku. Luas daratan adalah 1,92 juta km?, luas perairan
nusantara dan laut teritorial adalah 3,1 juta km? dan luas perairan ZEE adalah
adalah 2,7 juta km?.!

Keadaan tersebut menjadikan Indonesia termasuk ke dalam Negara
yang memiliki kekayaan sumber daya perairan yang tinggi dengan sumber daya
hayati perairan sangat beragam. Keanekaragaman sumber daya perairan
Indonesia meliputi ikan, terumbu karang, dan lain-lain. Perairan laut yang luas
dan kaya akan beragam jenis potensi perikanannya.

Indonesia sebagai negara kepulauan perlu pengelolahan industri
transportasi untuk membantu kelancaran antarpulau. Sarana ini ditunjukan
untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antarpulau. Dengan adanya
transportasi di laut, masyarakat tidak akan lagi susah untuk mengunjungi

pulau-pulau yang ada di Indonesia. Maka dari itu sebuah perusahaan

"Tommy H. Purwaka, Pelayaran Antar Pulau Indonesia, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), 8.



menciptakan angkutan laut yang diharapkan bisa mempermudah akses antar
pulau, masyarakat Indonesia menyebutnya dengan istilah “Pelayaran’.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran, Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di
perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan
lingkungan maritim.?

Fungsi laut sebagai media perhubungan nampak makin menonjol, baik
untuk lintas pelayaran yang bersifat nasional, regional dan internasional. Atas
pertimbangan itu, sadar akan kedudukan negara Indonesia sebagai negara
kepulauan, maka laut merupakan unsur penting dalam mempersatukan bangsa.
Peranan dan manfaat ganda dari laut sejak lama disadari, lebih-lebih dari
bangsa Indonesia yang kini tengah melakukan pembangunan di segala bidang
kehidupan dan telah berusaha memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari laut
tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka disusunlah Undang-undang tentang
Pelayaran baru yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 yang merupakan
penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992, sehingga
penyelenggaraan pelayaran sebagai sebuah sistem dapat memberikan manfaat
yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat, bangsa dan negara. Memupuk
dan mengembangkan jiwa kebaharian dengan mengutamakan kepentingan
umum, dan kelestarian lingkungan, koordinasi antara puat dan daerah serta

pertahanan kemanan negara. Undang-undang tentang pelayaran ini mengatur

?Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.



tentang transportasi di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan
pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim.?

Undang-undang ini diatur secara tegas dan jelas bahwa pembentukan
institusi di bidang penjagaan laut dan pantai (Sea and Coast Guard) yang
dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasional
dilaksanakan oleh Menteri Perhubungan. Penjaga laut dan pantai memiliki
fungsi komando dalam penegakan aturan di bidang keselamatan dan keamanan
pelayaran, dan fungsi koordianasi di bidang penegakan hukum di luar
keselamatan pelayaran. Penjaga laut dan pantai tersebut merupakan
pemberdayaan Badan Koordinasi Keamanan Laut dan Perkuatan Kesatuan
Penjagaan Laut dan Pantai.*

Setiap awak kapal mempunyai kapten atau yang sering disebut
Nahkoda. Nahkoda memiliki anggota yang bertugas untuk menangani setiap
permasalahan yang ada di kapal, tidak lepas dari taggung jawab Nahkoda
sendiri ialah untuk menjaga keselamat penumpang yang berada diatas kapal
tersebut.

Pasal 1 ayat (41) Undang—undang Nomor 17 tahun 2008 tentang
Pelayaran menjelaskan yang dimaksud nahkoda adalah salah seorang dari awak
kapal yang menjadi pemimpin tertinggi dikapal dan mempunyai wewenang dan

tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.®

3H.K. Martono, Transportasi Di Perairan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008
(Jakarta: PT RajaGrafindo Perseda 2011),3.

“Ibid., 4.

SUndang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.



Undang-undang tentang Pelayaran selanjutnya menyatakan pada Pasal
137 ayat (1) bahwa “Nahkoda untuk kapal motor ukuran GT 35 (tiga puluh
lima Gross Tonnage) atau lebih memiliki wewenang penegakan hukum serta
bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan, dan ketertiban kapal,
pelayarm dan barang muatan.” Penegakan hukum yang dimaksud dalam pasal
ini tentu hukum negara bendera.

Lebih lanjut Undang-undang tentang Pelayaran Pasal 137 ayat (5)
menyatakan bahwa “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
nahkoda untuk kapal motor ukuran GT 35 (tiga puluh lima Gross Tonnage)
atau lebih dari tugas dan kewenangan khusus, yaitu: (a) membuat catatan
setiap kelahiran; (b) membuat catatan setiap kematian; dan (c) menyaksikan
dan mencatat surat wasiat.” Kiranya dengan ayat (5) jelaslah bahwa nahkoda
secara khusus berwenang menjalankan fungsi-fungsi sebagai notaris, dan
pegawai negeri sipil.®

Hukum juga mengenal istilah yang dinamakan komulatif. Definisi
komulatif berasal dari bahasa latin cumularc yang berarti menumpuk,
menimbun, makin lama, makin besar. Hukuman komulatif adalah hukuman
yang diberi sanksi berganda seperti hukuman pidana denda dan hukuman
penjara.

Menurut pasal 219 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008

tentang pelayaran, dijelaskan bahwa setiap kapal yang berlayar wajib memiliki

D.A Lasse, Manajemen Bisnis Transportasi Laut, Carter, dan Klaim, (Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 2015),204.



surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar. Mengenai
ketentuan pidanannya di atur dalam pasal 323 Undang-undang Nomor 17
Tahun 2008 bahwa:’

(1) Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang
dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam pasal 219 ayat
(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda
paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) megakibatkan
kecelakaan kapal sehiungga mengakibatkan kerugian harta benda dipidana
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling
banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengakibatkan kecelakaan
kapal sehingga mengakibatkan kematian dipidana penjara paling lama (10)
tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus
juta rupiah).

Selain harus memiliki Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar,
kapal juga harus dilengkapi kelengkapan yang memenuhi persyaratan, dalam
hal ini diatur dalam pasal 131 yang berbunyi:?

(1) Kapal sesuai dengan jenis, dan daerah pelayarannya wajib dilengkapi
dengan perlengkapan navigasidan/atau navigasi elektronika kapal yang
memenuhi persyaratan.

(2) Kapal sesuai dengan jenis, ukuran, dan daerah pelayarannya wajib
dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio dan kelengkapannya yang
memenuhi persyaratan.

Mengenai ketentuan pidananya di atur dalam pasal 307 Undang-
undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang berbunyi:

“Setiap orang yang mengoperasikan kapal tanpa dilengkapi dengan perangkat
komunikasi radio dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
131 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan
denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.

"Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
8Ibid.



Tatang Kurniadi mantan ketua komite nasional keselamatan
transportasi, menjelaskan misalnya ada suatu kecelakaan maka diselidiki oleh
KNKT sebagai investigasi no blame, kemudian oleh KNKT kalau ditemukan
ada salah satu kapten atau nahkoda yang tindakannya kurang pas, atau
profesinya kurang bagus, atau kapasitas kekaptenannya atau keawak
kapalannya kurang, nah itu bisa dituntut di pengadilan atau di mahkamah
pelayaran.’

Andi Zainal Abidin mengartikan hukum pidana meliputi; pertama,
perintah dan larangan, yang atas pelanggarannya atau pengabaiannya telah
ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan negara yang berwenang; kedua,
ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat
diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu; ketiga, kaidah-
kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan itu pada waktu
dan di wilayah negara tertentu.'”

Kesengajaan (dolus) merupakan salah satu unsur terjadinya tindak
pidana. Pada umumnya KUHP tidak memberikan definisi (batasan) tentang
kesengajaan. Menurut Wetboek van Srafrecht tahun 1908 mengartikan
kesengajaan sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan
perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.!!

Suatu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja pasti memiliki unsur

% https://www.hukumonline.com/berita/baca/|t589ac0871a9c5/mengenal-pengadilan-profesi-
para-pelaut/ . diakses pada 4 agustus 2019. Pada pukul : 18.00 WIB

10 Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 4.

11bid., 174.



https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt589ac0871a9c5/mengenal-pengadilan-profesi-para-pelaut/
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dimana sipelaku mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang oleh undang-
undang dan dia tetap melakukannya. Teori kehendak yang dikemukakan oleh
Von Hippel menyatakan bahwa kehendak membuat suatu tindakan dan
kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Dengan demikian
,sengaja‘ adalah apabila akibat suatu tindakan dikehendaki, apabila akibat itu
menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut.
Ketertarikan penulis untuk meneliti masalah dalam skripsi ini karena
menurut penulis kasus dari Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor:
60/Pid.B/2018/PN Rno tentang Pelayaran yang dilakukan oleh terdakwa yang
bernaman Abu Hari Nuru yang menahkodai Kapal Layar Motor (KLM) Jaya
Baitullah tersebut belum memiliki Surat persetujuan berlayar yang
dikeluarkan oleh Syahbandar dan tidak dilengkapi dengan perangkat
komunikasi radio.'? Keadaan seperti ini sangat banyak dilanggar oleh nahkoda
dan meyalahi peraturan perundang-undangan, setiap kapal harus memiliki
surat persetujuan tersebut. Hukum pidana Material adalah keseluruhan
peraturan atau hukum yang mengatur perbuatan seseorang atau badan yang
dilakukan dengan salah dan melanggar hukum pidana serta diancam dengan
sanksi pidana.'3
Kasus yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama Abu Hari Nuru
tersebut, hakim memutus terdakwa dengan pasal 323 ayat (1) Jo pasal 219

ayat (1), pasal 307 Jo pasal 131 ayat (2) dan menjatuhkan pidana terhadap

2Direktori Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 60/Pid.B/2018/PN
Rno, Diakses tanggal 25 November 2018.
BUmar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 234



terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. Penjatuhan
hukuman oleh hakim dalam putusan tersebut tidak ada pidana dendanya
padahal dalam pasal 323 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 dijelaskan

bahwa:!4

(4) Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang
dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam pasal 219 ayat
(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda
paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

(5) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) megakibatkan
kecelakaan kapal sehiungga mengakibatkan kerugian harta benda dipidana
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling
banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(6) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengakibatkan kecelakaan
kapal sehingga mengakibatkan kematian dipidana penjara paling lama (10)
tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus
juta rupiah).

Serta dalam pasal 307 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 dijelaskan
bahwa:

“Setiap orang yang mengoperasikan kapal tanpa dilengkapi dengan perangkat
komunikasi radio dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131
ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda
paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.

Memang dalam penjatuhan hukuman, hakim memiliki kebebasan dan
hak otoritas dalam menentukan berat ringannya hukuman, akan tetapi hakim
tidak seharusnya mengesampingkan aturan yang sudah dibuat Undang-undang
karena Undang-undang sudah menentukan ancaman hukuman secara tertulis
(formal).

Pidana denda adalah salah satu jenis pidana yang telah lama dan

diterima dalam sistem hukum masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Pidana

“Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.



denda akan selalu menjadi pertimbangan oleh penegak hukum, terutama hakim
dalam memutus perkara pidana. Namun pidana denda seharusnya dapat
dirasakan sifat penderitaannya bagi mereka yang dijatuhinya.'> Pidana denda
diharapkan pula dapat membebaskan rasa bersalah kepada terpidana dan
sekaligus memberikan kepuasan kepada pihak korban.'6

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari syariat Allah yang
mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di
akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi
bagi setiap manusia untuk melaksanakannya.!” Pada dasarnya syariat Islam
menentukan macamnya hukuman dengan jelas sehingga mungkin bagi hakim
untuk menciptakan hukuman dari dirinya sendiri.

Setiap kejahatan yang ditentukan sanksinya oleh al-Qur’an maupun
oleh Hadis disebut sebagai jarimah hudud. Adapun tindak pidana yang tidak
ditentukan sanksinya oleh al-Qur’an maupun Hadis disebut sebagai tindak
pidana ta’zir.'® Hukuman ta’zir boleh dan harus diterapkan sesuai dengan

tuntutan kemaslahatan, dalam kaitan ini ada sebuah kaidah:!®

Artinya: “7a’zir itu sangat tergantung kepada tuntutan kemaslahatan”

SSuparni Niniek, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, (Jakarta:
SinarGrafika, 1996), 60.

18Suhariyono AR, Pembaruan Pidana Denda Indonesia, (Jakarta: SinarSinanti, 2012), 11.
"Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 1.

8A. Djazuli, Figh Jinayah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 163.

YIbid., 166.



10

Ta’zir menurut istilah didefinisikan oleh Al-Mawardi sebagai

berikut :
oA 4] PRI o4 1- aa% g0 0 &y
3}..3._4—\ L@.:.j @.«ﬁi <l 3)5"'3 J& g_,\g.}b J.;.;vdj\j

Artinya: Ta’zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan

dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh

syara’?°

Menurut Wahbah Zuhaili memberikan definisi ta’zir yang mirip

dengan definisi Al-Mawardi:?!

HUSYs e 1oV il 3 apats o Bgpnd A E55 5

Artinya: Ta’zir menurut syara’ adalah hukuman yang ditetapkan atas
perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman
had dan tidak pula kafarat.

Ta’zir adalah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang
melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia
dan tidak termasuk dalam kategori hukuman /Audud dan kafarat. Karena ta’zir
tidak ditentukan secara langsung oleh al-Qur’an dan Hadis, maka ini menjadi
kompetensi penguasa setempat.??

Melayarkan kapal tanpa surat izin syahbandar dan tanpa kelengkapan
alat komunikasi radio dalam Undang-undang pelayaran merupakan sesuatu

yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan kapal juga merugikan

negara. Oleh karena itu jika ditinjau dari hukum pidana islam hukuman yang

20Abu al-Hasan Ali al-Mawardi, Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah, (Dar Al-Fikr, Beirut,
1966),236.

2'Wahbah Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, Juz VI, (Dar al-Fikr: Damaskus, 1989), 197.
22M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Figh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013), 139-140.



11

tepat untuk diberikan kepada terdakwa adalah ta’zir karena jarimah yang
dilakukan oleh terdakwa tidak dijelaskan di al-Qur’an maupun Hadis.
Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh
dalam skripsi dengan judul: Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi
komulatif Tindak Pidana Pelayaran (Studi Putusan Nomor: 60/Pid.B/2018/PN

Rno.)

B. Identifikasi dan Batasan Masalah
1. Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang yang di paparkan diatas,
penilitian skripsi ini mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1) Bentuk hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana dengan
sengaja melayarkan kapal yang belum mempunyai surat izin berlayar
serta tidak dilengkapi alat komunikasi radio.

2) Usur-unsur tindak pidana pelayaran.

3) Pertimbangan hukum hakim terhadap sanksi tindak pidana dengan
sengaja melayarkan kapal yang belum mempunyai surat izin berlayar
dan kapal tidak dilengkapi alat komunikasi radio..

4) Tinjauan hukum pidana islam terdahap sanksi tindak piadana

perlayaran.
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2. Batasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah diatas dan juga bertujuan agar
permasalahan ini dikaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisan ini
dengan batasan:
1. Analisis pertimbanagan hukum hakim terhadap tindak pidana pelayaran
dibatasi pada studi putusan Nomor: 60/Pid.B/2018/PN Rno
2. Dibatasi tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pelayaran

dalam putusan Nomor: 60/Pid.B/2018/PN Rno.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pelayaran
dalam putusan Nomor: 60/Pid.B/2018/PN Rno nahkoda yang melayarkan
kapal tanpa surat ijin dari syahbandar dan kapal tidak di lengkapi alat
komunikasi radio ?

3. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pelayaran
dalam putusanNomor: 60/Pid.B/2018/PN Rno nahkoda yang melayarkan
kapal tanpa surat ijin dari syahbandar dan kapal tidak dilengkapi alat

komunikasi radio ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian
yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga

terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan
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atau duplikat dan kajian/penilitan yang telah ada. Berkaitan dengan beberapa
diantaranya adalah:

Skripsi yang disusun oleh Muhammad Najib, Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “Analisis Hukum Pidana
Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Nahkoda menurut Undang-
undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008”. Dalam skripsi ini dijelaskan
mengenai sanksi bagi nahkoda yang ringan dijatuhi pidana penjara paling lama
6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 dan mengenai
penjatuhan pidana terberat antara penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda paling
banyak Rp. 1.500.000.000,00 dan mengenai hukuman dalam hukum pidana
islam, tindakan pidana yang dilakukan oleh nahkoda yang mengakibatkan
kerugian harta benda atau bahkan kematian bagi para penumpangnya dikenai
hukuman #a’zir yang keputusannya diberikan kepada pemerintahan yang
berwenang.?

Skripsi yang disusun oleh Richa Mustafa, Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro, yang berjudul “Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap
Kelaiklautan kapal dalam pelayaran” dalam skripsi ini membahas tentang
bagaimana tanggungjawab pengawasan dan penyelenggaraan keselamatan
pengangkutan, kelalaian kapal atau seaworthiness menjadi peranan penting,
dilihat banyakanya kasus yang terjadi diperairan. Serta bagaimana bentuk

pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap kelaiklautan kapal tersebut,

2’Muhamad Najib, “ Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggung jawaban Pidana Nahkoda
Menurut Undang-undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya,
2014).
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dan sanksi apa yang dikenakan pada pengangkut jika melakukan pelanggaran
terhadap kelaiklautan kapal.?*

Skripsi yang di susun oleh Deny Tri Wahyunto, Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, yang berjudl “Analisis Hukum Pidana
Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Dengan Sengaja Melayarkan Kapal
Dalam Keadaan Tidak Laiklaut dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
Nomor: 4/Pid.Sus/2018/PT.DKI” dalam skripsi ini dijelaskan berdasarkan
fakta hukum yang ada hakim memutuskan dengan pasal 302 ayat (1) Undang-
undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, dengan pidana penjara 1
tahun dan denda sebesar RP.50.000.000,00 dengan ketentuan apabila tidak
dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Jika dibuhungkan
dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran 302 ayat (1)
dengan putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana telah dijelaskan diatas, ada
sedikit perbedaan pemahaman, dalam UU Pelayaran, disebutkan penjatuhan
hukuman dapat dijatuhi hukuman dengan pidana penajssara atau pidana denda
sedangkan dalam kasus diatas, hakim telah memberikan hukuman denda dan
pidana penjara. Permasalahan diatas, memiliki arti kata “atau” dalam undang-
undang merupakan pilihan hukuman yang hanya dapat diberikan salah satu

bukan dua-duanya.?

2Richa Musthafa “Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Kelaikan Kapal dalam Pelayaran’
(Skripsi Universitas Diponegoro Semarang, 2007).

ZWahyuno Deny Tri “7injauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Dengan
Sengaja Melayarkan Kapal Dalam Keadaan Tidak Laiklaut” (Skripsi UiN Sunan Ampel Surabaya,
2018).
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Beberapa uraian di atas, penulis ingin menunjukkan bahwa
pembahasan judul skripsi yang penulis teliti berbeda dengan beberapa
pembahasan skripsi di atas. Fokus pembahasan yang penulis telitih lebih
mengkaji analisis tentang pertimbangan hakim memberikan hukuman pidana
denda yang tidak diikut sertakan dalam ketentuan Undang-undang terhadap
pelaku tindak pidana pelayaran, karena tindak pidana pelayaran yang tidak
dilengkapi surat ijin berlayar dari syahbanda dan tidak ada alat komunikasi
radio harus di hukum sesuai dengan ketentuan Undang-undang pelayaran agar
pelaku mendapatkan efek jera serta agar masyarakat tindak mengulangi tindak

pidana yang sama.

. Tujuan Penilitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka secara garis besar penelitian
ini dilakukan dengan berbagai tujuan antara lain sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui analisis pertimbangan hukum hakim terhadap tindak
pidana pelayaran dalam putusan Nomor: 60/Pid.B/2018/PN Rno, nahkoda
yang melayarkan kapal tanpa surat ijin dari syahbandar dan kapal tidak di
lengkapi alat komunikasi radio.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana
pelayaran dalam putusan Nomor: 60/Pid.B/2018/PN Rno, nahkoda yang
melayarkan kapal tanpa surat ijin dari syahbandar dan kapal tidak di

lengkapi alat komunikasi radio.



16

F. Kegunaan Hasil Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih
pemikirian bagi disiplin keilmuan secara umum dan sekurang-kurangnya dapat
digunakan untuk 2 (dua) aspek:

1. Aspek teoritis, yaitu sebagai masukan dalam rangka pengembangan ilmu
pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana Islam yang berkaitan
dengan masalah tindak pidana pelayaran tanpa memiliki surat persetujuan
berlayar dari syahbandar dan kelengkapan alat komunikasi radio.

2. Aspek Praktis
a. Dapat dijadikan sebagai bahan penyusunan hipotesis bagi penelitian

selanjutnya yang berkaitan dengan masalah tindak pidana pelayaran
tanpa memiliki surat persetujuan berlayar dari syahbandar dan tidak
dilengkapi alat komunikasi radio.

b. Sebagai sumbangan informasi bagi masyarakat tentang betapa
pentingnya hukuman bagi pelaku tindak pidana pelayaran tanpa
memiliki surat persetujuan berlayar dari syahbandar dan tidak
dilengkapi alat komunikasi radio.

c. Sebagai sumbangan informasi masyarakat tentang betapa pentingnya
hukuman bagi pelaku tindak pidana pelayaran tanpa memiliki surat
peersetujuan berlayar dari syahbandar dan tidak dilengkapi alat

komunikasi radio.



17

G. Definisi Operasional

1.

Sebagai gambaran di dalam memahami suatu pembahasan maka perlu
adanya pendefisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam
penulisan skripsi ini agar mudah untuk memahami penelitian ini dengan
jelas tentang arah dan tujuannya, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman
dalam memahami maksud yang terkandung.

Definisi operasional untuk menilai, untuk mengukur, dan untuk di evaluasi
supaya dapat lebih mudah di pahami.

maka penulis sertakan beberapa definisi hal-hal yang terkait dengan

penelitian ini:

1.

Menurut A. Djazuli, jarimah mempunyai dua unsur, diantaranya adalah
unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum jarimah adalah unsur-unsur
yang terdapat pada setiap jenis jarimah, sedangkan unsur khusus jarimah
adalah unsur-unsur yang hanya terdapat pada jenis jarimah tertentu dan
tidak terdapat pada jenis jarimah yang lain.?

menurut Pasal 65 KUHP mengatur mengenai gabungan beberapa tindak
pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri. Pasal ini tidak
mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang
sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-
perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis.

Dengan demikian, apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana

% Djazuli, Figih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2000), 12
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yang berbeda pada waktu yang berbeda, maka tindak-tindak pidana
tersebut harus ditindak secara tersendiri dan dipandang sebagai tindak
pidana yang berdiri sendiri. Hukuman terhadap orang yang melakukan
tindak-tindak pidana tersebut kemudian dikumulasikan atau digabung
namun jumlah maksimal hukumannya tidak boleh melebihi ancaman
maksimum pidana terberat ditambah sepertiga.?’

3. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan
diperairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan
lingkungan maritim.?®

4. Putusan Nomor Nomor 60/Pid.B/2018/PN Rno, adalah putusan yang

dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Rote Ndeo.

H. Metodelogi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini dapat digolongkan berdasarkan berbagai macam
alasan mengapa penelitian hukum ini dilakukan.?® Jenis penelitian ini
menggunakan penelitian pustaka (/ibrary research) yaitu penelitian yang
menekankan sumber informasinya dari buku-buku huku dan literatur yang

berkaitan atau relevan dengan objek penelitian.’® Penelitian ini dianalisis

27 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It52dc749cdefb3/tent ang-kumulasi-pidana-
dalam-pasal-65-kuhp/., diakses pada hari minggu, tanggal 7 juli 2019.

Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran

¥Dyah Ochtorina Susanti, A’an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), (Jakarta:
SinarGrafika, 2014), 9.

30Soerono Soekanto, Sri Mamuji, PengantarPenelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2001), 13.



https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52dc749cdefb3/tentang-kumulasi-pidana-dalam-pasal-65-kuhp/
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52dc749cdefb3/tentang-kumulasi-pidana-dalam-pasal-65-kuhp/
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menggunakan hukum pidana Islam za’zir terhadap sanksi komulatif pada

tindak pidana pelayaran dalam putusan Pengadilan Negeri Rote Ndeo

Nomor: 60/Pid.B/2018/PN Rno.

2. Sumber Data

a.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua:
Sumber Data Primer
Sumber data primer adalah sumber data yang memiliki otoritas
(authority), artinya bersifat mengikat.3! Dalam penelitian ini sumber
data primernya meliputi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008
tentang Perlayaran, dan putusan Pengadilan Negeri Rote Ndeo Nomor:
60/Pid.B/2018/PN Rno, tentang tindak pidana berlayar tanpa memiliki
surat persetujuan syahbandar dan tidak dilengkapi alat komunikasi
radio.
Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui
bahan pustaka yang memberi penjelasan terhadap sumber primer.
Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi dari hasil
penelitian para ahli,’? pendapat para ahli hukum yang berupa literatur
buku yang berhubungan dengan tindak pidana pelayaran, serta
penelitian terdahulu yang berhubungan dengan tindak pidana

pelayaran.

3'Dyah Ochtorina Susanti, A’an Efendi, Penelitian Hukum. . ., 52

32 1bid., 53.
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3. Teknik Pengumpulan Data
Mendapatkan data yang diperlukan, maka penelitian ini
menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Studi Dokumentasi yakni teknik pengumpulan data yang tidak
langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen,
atau dilakukan melalui berkas yang ada dengan cara diketik dan
ditulis.*®> Dokumen yang diteliti adalah putusan Pengadilan Negeri
Rote Ndeo Nomor: 60/Pid.B/2018/PN Rno, tentang tindak pidana
berlayar tanpa memiliki surat persetujuan syahbandar dan tidak
dilengkapi alat komunikasi radio.

b. Studi Kepustakaan, yakni teknik pengumpulan data yang besumber
dari buku, Undang-undang, artikel dan internet, teknik mengumpulkan
dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah, dan mencatat
hal yang berhubungan dengan penelitian.>*

4. Teknik Pengolahan Data
Setelah data berhasil dikumpulkan, kemudian dilakukan
pengelolahan data dengan cara menggunakan metode sebagai berikut:

a. KEditing, yaitu meneliti kembali data yang telah diperoleh untuk
mengetahui informasi dari kelengkapan catatan pengumpul data,

kejelasan makna, kesesuaian, dan keseragamn suatu data,’> yang

 |bid., 53.
3 |bid., 53.

3’Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 125-
126.
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berkaitan dengan tindak pidana pelayaran berdasarkan hukum pidana
Islam dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
Organizing, yaitu menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh
dalam kerangka paparan yang sudah diperoleh untuk menghasilkan
bahan guna dijadikan struktur skripsi.>®

Analyzing, yaitu analisis dari data yang telah dideskripsikan pada bab
IIT dan menganalisa pada bab IV dalam rangka untuk menunjang bahasa
atas proses menjawab permasalahan yang telah dipaparkan di dalam
rumusan masalah.3” Analisis tersebut meliputi pertimbangan hukum
hakim terhadap tindak pidana pelayaran dalam putusan Nomor:
60/Pid.B/2018/PN Rno, tentang tindak pidana berlayar tanpa memiliki
surat persetujuan syahbandar serta tidak dilengkapi alat komunikasi

radio.

5. Teknik Analisis Data

a.

Deskriptif analisis, yaitu teknik analisa yang menggambarkan sebuah
data sesuai faktanya sesuai dengan objek penelitian ini,*® yaitu putusan
Pengadilan Negeri Rote NdeoNomor: 60/Pid.B/2018/PN Rno, tentang
tindak pidana berlayar tanpa memiliki surat izin berlayar dan tanpa
dilengkapi alat komunikasi radio kemudian dianalisa dengan hukum

pidana Islam.

% |bid., 126.
37 |bid., 126.
38 |bid., 127.
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b. Pola pikir induktif, yaitu analisa data dengan memaparkan data yang
telah diperoleh secara umum untuk ditarik kesimpulan secara khusus
dengan melakukan pembacaan, penafsiran, dan analisis terhadap
sumber-sumber data yang diperoleh sehingga diperoleh kesimpulan
yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan dan
kemudian ditarik kesimpulan secara khusus sesuai dengan analisis

hukum pidana Islam.

Sistematika Pembahasan

Memberikan gambaran yang jelas dan agar mudah dipahami oleh
pembaca mengenai pokok-pokonya, penulis akan menyusun sistematika skripsi
sebagai berikut:

Bab pertama Pendahuluan terdiri atas: latar belakang masalah,
identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan
penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian,
dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang pengertian tindak pidana pelayaran dan
pengertian hukum pidana islam landasan teori 7a’zir. Meliputi pengertian,
dasar hukum, unsur-unsur, prinsip penjatuhan, macam-macam, sanksi
hukumannya, tujuan ta zir

Bab ketiga memuat hasil penelitian yaitu Putusan Pengadilan Negeri

Rote Ndeo. Nomor: 60/Pid.B/2018/PN Rno, tentang sanksi tindak pidana
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berlayar tanpa surat persetujuan syahbandar serta tidak dilengkapi alat
komunikasi radio.

Bab keempat menganalisis deskripsi tentang sanksi tindak pidana
pelayaran tetang berlayar tanpa surat persetujuan berlayar dan tanpa alat
komunikasidan ditinjau dari hukum pidana Islam.

Bab kelima merupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi yang
memuat tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah

beserta saran—saran.



BABII

TINDAK PIDANA PELAYARAN NAHKODA MELAYARKAN KAPAL
TANPA SURAT IJIN DARI SYAHBANDAR DAN TIDAK DI LENGKAPI
ALAT KOMUNIKASI RADIO

A. Tindak Pidana Pelayaran Dalam Hukum Positif
1. Tindak Pidana

Menurut KUHP dikenal istilah strafbaarfeit. Istilah tindak pidana
dipakai sebagai terjemahan dari istilah strafbaarfeit atau delict,” tetapi
dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dikenal
dengan istilah-istilah yang tidak sama dalam menerjemahkan strafbaarteit.
Beberapa istilah yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia adalah
peristiwa pidana, atau perbuatan pidana, atau tindakan pidana.*’

Menurut Pompe, strafbaarfeit diartikan sebagai suatu pelanggaran
norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun
tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan
hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib
hukum.*!

Adapun Simons juga merumuskan straafbarfeit adalah suatu
tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan seseorang dengan

kesengajaan yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan

39 Mulyati Pawennei, Hukum Pidana, (Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media, 2015), 4.
40 Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Balai Aksara, 1985), 90.
41 Mulyati Pawennei, Hukum Pidana..., 6.
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yang oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang
dapat dihukum.

Selain kedua pendapat para ahli di Eropa, strafbaarfeit juga
dikemukakan oleh ahli dari Indonesia. Seperti Moeljatno, menurutnya
“Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,
larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi
barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”*?

Sesuai dengan sistem hukum di Indonesia, suatu perbuatan
dikatakan tindak pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana
jika suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan
tersebut merupakan tindak pidana.** Untuk mengetahui adanya tindak
pidana, maka dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana
tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi.
Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang
menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat
dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.**

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (Stratbaarteit)
adalah:* (1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak
berbuat atau membiarkan), (2) Diancam dengan pidana (Staatbar gesteld),

(3) Melawan hukum (onrechmatig), (4) Dilakukan dengan kesalahan (met

42 |bid., 10.
43 Sutan Remy Sjahdeini, Pertanggung jawaban Pidana Koorporasi, (Jakarta: Grafiti Pers, 2007),

20.

4 Mulyati Pawennei, Hukum Pidana..., 10.
4 Sudarto, Hukum Pidana 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), 32.



26

schuld in verband staand) oleh orang yang mampu bertanggung jawab
(toerekeningsvatooar person).*°
2. Melayarkan Kapal Tanpa Surat Ijin Dan Alat Komunikasi Radio

Nahkoda merupakan bagian dari awak kapal yang memilki
kewajiban untuk menjadi pemimpin dan bertanggungjawab atas
keselamatan, keamanan, dan ketertiban umum serta barang muat yang ada
pada kapalnya.*’” Dalam pasal 342 Ayat (2) KUHD dijelaskan nahkoda
diberi beban tanggungjawab bila tindakan yang dilakukan dalam
jabatannya itu merupakan kesengajaan atau kelalaian, yang menimbulkan
kerugian pada orang lain. Pertanggung jawaban yang dimaksud adalah
kesalahan pelaku yang terdiri atas kesengajaan sebagai niat dan sengaja
karena tau akibat dari sesuatu, serta kelalaian yang dijalaskan dalam
ketentuan pidana.*® Syahbandar memiliki kewajiban mengawasi
kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan, dan ketertiban di pelabuhan.
Serta menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar kepada kapal yang telah
memenuhi persyaratan berlayar.

Persyaratan keselamatan kapal juga meliputi material, konstruksi,
bangunan, permesinan dan pelistrikan, stabilitas, tata susunan serta
perlengkapan alat penolong dan radio, dan elektronika kapal yang

dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan

4 Mulyati Pawennei, Hukum Pidana..., 11.

47 pasal 41 angka 41 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

48 Rayyanda Fitria Surbakri, ,Pertanggung jawaban pidana Orang yang Memperkerjakan Seseorang
di Kapal Tanda Dokumen Yang Dipersyaratkan®, https://repository.usu.ac.id/,diakses tanggal 10
juni 2019 pukul 00.21WIB.
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pengujian.*® Dalam pasal 3 PERMEN Perhubungan No. 110 Tahun 2016
tentang pejabat pemeriksa keselamatan kapal, permeriksaan dan pengujian
dilakukan secara terus menerus sejak kapal dibangun hingga kapal tidak
digunakan lagi. Permeriksaan dan pengujian dilakukan oleh Pejabat
Pemeriksa Keselamatan Kapal, Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal
adalah pejabat pemerintah yang merupakan aparatur sipil Negara
dilingkungan Direktorat Jendral yang mempunyai kualifikasi dan keahlian
dibidang keselamatan kapal dan diangkat oleh Menteri.>°

dijelaskan bahwa ketika kapal melakukan pelayaran didapati kapal
tersebut tidak memiliki Emergency Position Indicating Radio Beacon
(EPIRB) dan Search and Rescue Redar Transponder (SART). dampak
yang diakibatkan apabila kapal tidak dilengkapi dengan peralatan
memadai. Emergency Position Indicating Radio Beacon (EPIRB) dan
Search and Rescue Redar Transponder (SART) merupakan salah satu
peralatan penting dalam hal komunikasi. Ketiadaan peralatan tersebut
dapat mengakibatkan kecelakaan kapal diperairan, maka perlunya
pengawasan secara berkala terhadap kapal yang telah lulus pemeriksaan
dan pengujian sehingga menerima Surat Izin Berlayar yang diterbitkan
oleh Syahbandar. Sebagai pemimpin kapal, nahkoda wajib

mempertanggungjwabkan segala tindakannya terhadap kapal dan

“https://www.pphbi.com/2016/12/23/pentingnya-keselamatan-kapal-sebagai-bagian-dari ~ kelaik
lautan kapal / diakses pada tanggal 10 Juni 2019 pukul 01.30 WIB.

0 Peraturan Menteri Perhubungan No. 110 Tahun 2016 tentang Pejabat Pemeriksa
Keselamatan Kapal.
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muatannya dalam segala peristiwa dilaut. Sebagaimana diatur dalam pasal
342 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Dagang pemberian beban
tanggungjawab kepada nahkoda apabila terjadi tindakan yang dalam
jabatannya merupakan kesengajaan atau kelalaian, yang menimbulkan
kerugian terhadap orang lain.’! Kelalaian yang terjadi ini biasanya disebut
dengan human error, istilah ini biasanya digunakan sebagai kesalahan
manusia, operator system seperti masinis, pilot, kapten kapal, dan
lainnya.>?

Divera Wicaksono berpendapat bahwa tindak pidana pelayaran
yang tidak di lengkapi dengan suart ijin berlayar dari syahbandar, serta isi
dokumen tidak sesuai dengan kapal dan muatan dari kapal tersebut itu
sangat dilarang.> Selain itu juga bisa diartikan sebagai tindak pidana
dengan melakukan pelayaran yang bertentangan atau tidak sesuai dengan
rumusan Undang-Undang, diantaranya adalah UU No. 17 Tahun 2008 dan
peraturan perundang-undangan lainya.

Sesuai dengan penjelasan tersebut, maka dalam melakukan
kegiatan pelayaran harus mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang
terlebih dahulu, dan peralatan yang digunakan harus laiklaut dengan syarat

yang sudah ada dalam peraturan perundang-undangan pelayaran Indonesia

5! pasal 342 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
52 Mohammad Vath Allam, et al, ,Analisis Human Error Terhadap Peralatan Komunikasi
dan Navigasi pada Kapal®, https://www.google.co.id/url?gcjeid=16, diakses pada tanggal 27 mei

2018.

53 Divera Wicaksono, Menutup Celah Pencuri, (Jakarta: Majalah Mingguan Pilars, Edisi 16-22
Februari, 2004), 8.
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yang telah ditentukan agar dalam pelayaran tersebut tidak menimbulkan
akibat yang tidak diinginkan.
Sanksi Hukum Pidana Pelayaran
Sesuai dengan kadar kejahatan yang dilakukannya, setiap pelaku
kejahahatan mendapatkan sanksi sesuai dengan hukum di Indonesia yang
menganut hukuman dan sanksi yang beragam, diantaranya:
a. Pidana Penjara
Sanksi pidana penjara dapat dijatuhkan kepada pelaku yang telah
melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Undang-undang yang
berlaku. Seperti Nahkoda kapal, ataupun setiap orang yang dengan
sengaja mengoperasikan kapal baik berbendera Indonesia maupun
berbendera asing yang tidak dilengkapi suat ijin dan kapal yang tidak
laiklaut yang dapat merugikan bangsa dan negara.
b. Pidana denda
Pidana denda dimaksudkan sebagai pidana guna mendapatkan
tujuan dari pemidanaan yaitu berupa pencegahan perbuatan kejahatan
dan mengembalikan kerugian yang telah diderita oleh negara sebagai
pihak yang dirugikan secara langsung oleh kejahatan pelayaran
tersebut. Didalam UU No 17 Tahun 2008 pidana denda merupakan

pidana tambahan yang melekat dari setiap sanksi pidana penjara yang
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dibebankan kepada pelaku, sehingga setiap pasal yang menyebutkan
pidana penjara pastilah ditambahkan pidana denda.>*
c. Penyitaan
Sanksi yang berupa penyitaan merupakan sanksi tambahan yang
diberikan kepada pelaku tindak pidana pelayaran, sanksi tersebut
berupa penyitaan kapal beserta peralatan yang ada di dalam saat
pemeriksaam, dan perampasan hasil tangkapan oleh pengadilan yang
digunakan sebagai barang bukti.
d. Pencabutan izin
Pencabutan izin merupakan sanksi yang dibebankan kepada
setiap orang yang mengoperasikan kapal yang tidak laiklaut serta tidak
memiliki surat ijin, sehingga dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap
Undang-undang Pelayaran. Seperti dikenakan sanksi administratif
yang berupa peringatan, pembekuan izin, dan kemudian pencabutan
izin.»
4. Jenis Pemidanaan Dan Sanksi Komulatif
Penjatuhan hukuman dalam hukum positif harus didasarkan pada
Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diatur dalam pasal 10 KUHP>®

Jenis-jenis Hukuman Menurut Pasal 10 KUHP:

a. Hukuman Pokok:
1. Hukuman mati
2. Penjara

54 Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2007), 8.

55 Pasal 41 ayat (4)

%6 Kitab Undang-undang Hukum Pidana
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3. Kurungan
4. Denda
5. Tutupan
b. Hukuman Tambahan:
1. Pencabutan beberapa hak tertentu
2. Perampasan barang tertentu
3. pengumuman keputusan hakim
Hukum juga mengenal istilah yang dinamakan komulatif. Definisi
komulatif berasal dari bahasa latin cumularc yang berarti menumpuk,
menimbun, makin lama, makin besar. Hukuman komulatif adalah
hukuman yang diberi sanksi berganda seperti hukuman pidana denda dan
hukuman penjara
Ketentuan dalam Pasal 65 KUHP mengatur mengenai gabungan
beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri.
Pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan
perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan
bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana
pokok yang sejenis. Dengan demikian, apabila seseorang melakukan
beberapa tindak pidana yang berbeda pada waktu yang berbeda, maka
tindak-tindak pidana tersebut harus ditindak secara tersendiri dan
dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Hukuman terhadap
orang yang melakukan tindak-tindak pidana tersebut kemudian

dikumulasikan atau digabung namun jumlah maksimal hukumannya tidak

boleh melebihi ancaman maksimum pidana terberat ditambah sepertiga.’’

7 https://www.hukumonline.com/klinik/det ail/ulasan/lt52dc749cdefb3/tentang-kumulasi-pidana-
dalam-pasal-65-kuhp/., diakses pada hari minggu, tanggal 7 juli 2019.



https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52dc749cdefb3/tentang-kumulasi-pidana-dalam-pasal-65-kuhp/
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52dc749cdefb3/tentang-kumulasi-pidana-dalam-pasal-65-kuhp/

B. Tindak Pidana Pelayaran Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam
1. Jarimah

a. Pengertian Jarimah
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Dalam hukum Islam, istilah tindak pidana disebut Jarimah

(arab) atau jinayah (arab). Secara etimologi Jarimah yaitu :

VL5 3 g b s A

“Jarimah yaitu melukai, berbuat dan kesalahan.”

Sedangkan menurut terminologi Jarimah yaitu :

555 932 e W 53 s ol b sl s B o

“Jarimah dalam syari’at Islam yaitu larangan-larangan syara’ yang
diancam oleh Allah SWT., dengan hukuman hadd atau ¢a zir.”
Suatu perbuatan dapat dinamakan suatu Jarimah (tindak pidana,
peristiwa pidana atau delik) jika perbuatan tersebut menyebabkan
kerugian bagi orang lain atau masyarakat baik berupa fisik (anggota
badan atau jiwa), harta benda, keamanan, atau aturan masyarakat,
nama baik, perasaan atau hal-hal yang harus dipelihara dan
dijunjung tinggi keberadaannya. Artinya, jarimah adalah dampak
dari perilaku tersebut yang menyebabkan kepada pihak lain, baik

berbentuk material (jasad, nyawa atau harta benda) maupun yang
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berbentuk non materi atau gabungan non fisik seperti ketenangan,
ketentraman, harga diri, adat istiadat dan sebagainya.’®

Jarimah dalam shara’ hampir sesuai dengan pengertian hukum
pidana positif yang menurut Mr. Tresna yaitu “rangkaian dari suatu
perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau
peraturan perundangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan
tindakan penghukuman”. Menurut pengertian tersebut suatu
perbuatan itu baru dianggap sebagai tindak pidana, apabila
bertentangan dengan undang-undang dan diancam dengan
hukuman. Apabila perbuatan itu tidak bertentangan dengan hukum
(undang-undang), artinya hukum tidak melarangnya dan tidak ada
hukumannya dalam undang-undang maka perbuatan itu tidak
dianggap sebagai tindak pidana.>®

Menurut A. Djazuli, jarimah mempunyai dua unsur, diantaranya
adalah unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum Jarimah adalah
unsur-unsur yang terdapat pada setiap jenis Jarimah, sedangkan
unsur khusus jarimah adalah unsur-unsur yang hanya terdapat pada
jenis jarimah tertentu dan tidak terdapat pada jenis jarimah yang

lain.%0

58 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 17.
59 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),

10.

60 Djazuli, Figih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2000), 12
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Unsur umum jarimah tersebut seperti yang telah dikemukakan oleh

Abd. Al Qadir Audah, unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi tiga,

yaitu:6!

1)

2)

3)

Unsur formal (= & oS )))

Ketentuan shara’atau nass yang menyatakan bahwa perbuatan
yang dilakukan merupakan perbuatan yang oleh hukum dinyatakan
sebagai sesuatu yang dapat dihukum, atau adanya nass (ayat) yang
mengancam hukuman terhadap perbuatan yang dimaksud.
Misalnya, ketentuan hukum pencurian telah ditetapkan di dalam al-
Qur’an surat Al-Maidah ayat 38, yaitu dipotong tangannya.

Unsur material (g2l (Sl

Suatu pidana yang berupa tidakan nyata atau tidak berbuat.
Perilaku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan ataupun
tidak berbuat atau adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum.
Misalnya, pencurian mrupakan tindakan pelaku memindahkan atau
mengambil barang milik orang lain.

Unsur moral () Sl

Unsur ini disebut juga al-mas’uliyyah al-Jinayah atau
penanggungjawaban pidana. Maksudnya adalah pembuat jarimah
atau pembuat tindak pidana atau delik haruslah orang yang dapat

mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, pelaku

61 Sahid, Epistimologi Hukum Pidana Islam (Dasar-dasar Figh Jinayah), (Surabaya: Pustaka ldea,

2015), 11.
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tindak pidana harus orang-orang yang dapat memahami hukum,
mengenai isi beban, dan sanggup menerima beban tersebut.
Hukum pidana islam suatu perbuatan yang dianggap sebagai
tindak pidana harus memenuhi semua unsur yang ditetapkan diatas.
Selain unsur diatas juga dilihat dari unsur khusus yaitu unsur yang
terdapat dalam suatu jarimah yang tidak terdapat pada jarimah lain.
Misalnya memindahkan atau mengambil harta orang lain tanpa
sepengetahuan dalam jarimah pencurian, begitupun juga
menghilangkan nyawa orang lain adalah unsur yang hanya ada pada

tindak pidana pembunuhan. 5

b. Macam-macam Jarimah

Menurut Ulama Figih ada perbedaan mengenai pembagian dan

macam-macam jarimah jika dilihat dari berbagai segi:
1) Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman

a) Jarimah Hudud

Hudud merupakan suatu pelanggaran dimana hukuman
khusus dapat diterapkan secara keras tanpa memberikan peluang
untuk dipertimbangkan, baik lembaga, badan maupun seseorang.®
Dalam jurisprudensi Islam, kata Audud dibatasi pada hukuman
untuk tindak pidana yang disebutkan dalam al-Qur’an dan al-

Sunnah. Tindak pidana yang masuk jarimah hudud meliputi

82 Ibid., 13.
%3 1bid.
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perzinaan, qazaf (menuduh zina), minum minuman Kkeras,

pencurian, hirabah (perampokan), pemberontakan, dan murtad.

Pengertian diatas dapat diketahui bahwa ciri-ciri jarimah
hudud, diantaranya adalah:%*

i.  Hukumannya tertentu dan dibatasi, artinya hukuman tersebut
sudah ditentukan oleh shara’ dan tidak ada batas maksimal
dan minimal.

ii. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau
karena ada hak manusia disamping hak Allah, maka hak Allah
yang paling dominan.

Oleh karena hukuman Aad adalah merupakan hak Allah maka
hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan, Audud
terbagi menjadi dua jenis yaitu Audud yang merupakan hak Allah
seperti hudud atas jarimah zina, syurb khamr, pencurian dan
pemberontakan dan yang kedua adalah Audud merupakan hak
manusia yaitu seperti had gadhafdan gisas.

Jarimah Qisas-Diyat
Jarimah Qisas-Diyat merupakan tindak pidana yang berkaitan

dengan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang,

yaitu membunuh atau melukai seseorang. (Qisas adalah

memberikan perlakuan yang sama kepada terpidana sesuai dengan

6 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),

9.
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tindak pidana yang dilakukannya. Diyat artinya ganti rugi dengan
harta. Jarimah gisas merupakan hak individu, artinya pihak korban
bisa menggugurkan hukuman g¢isas tersebut, baik melalui

permaafan tanpa ganti rugi maupun dengan ganti rugi.

c) Jarimah Ta’zir
Jarimah takzir merupakan pelanggaran yang merujuk kepada
kekuasaan kebijaksanaan penguasa, para hakim, dan wakil-
wakilnya untuk memperbarui dan mendisiplinkan warga mereka.
Dalam hal ini, merupakan hukuman disipliner bagi pelaku
kejahatan yang tidak ada ketetapan hadd dan kaffarah.®> Hukuman
bagi jarimah takzir ini dilaksanakan oleh waliyul amri (penguasa)
dalam negara. Hukuman takzir tidak ditentukan banyaknya, oleh
sebab itu hakim boleh memilih hukuman yang pantas dijatuhkan.
Biasanya hukuman takzir mempunyai dua cabang, hakim boleh
menjatuhkan hukuman takzir dangan hukuman paling ringan
ataupun sebaliknya.5®
2) Ditinjau dari segi niat
Dilihat dari segi niat, jarimah dibagi menjadi dua, yaitu jarimah
yang disengaja dan jarimah yang tidak disengaja (Dolus dan
Colpus).5’

a) Jarimah yang disengaja (al-jara’im al-maqsudah)

% Sahid, Epistimologi..., 14.
% Ibnu Mas’ud, Figih Madzhab Syafi’i, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 580.
67 Sahid, Epistimologi..., 15.
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Maksud dari jarimah yang disengaja (al-jara’im al-maqsudah)
adalah jarimah yang dilakukan oleh seseorang dengan kesengajaan
dan atas kehendaknya serta dia mengetahui bahwa perbuatan
tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman. Jarimah yang
disengaja sendiri harus memenuhi tiga unsur. Pertama, unsur
kesengajaan. Kedua, unsur kehendak yang bebas dalam melakukan.
Ketiga, unsur pengetahuan tentang dilarangnya perbuatan.

b) Jarimah yang tidak disengaja (al-jara’im ghayr al-maqsudah)

Maksud dari jarimah yang tidak disengaja (al-jara’im ghayr al-
magqsudah) adalah jarimah yang pelakunya tidak sengaja (berniat)
untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut
terjadi akibat kesalahannya. Dari definisi tersebut dapat diartikan
bahwa kesalahan (kelalaian) dari pelaku merupakan faktor penting
untuk jarimah tidak disengaja.

3) Ditinjau dari segi waktu tertangkap
Jika dilihat dari segi waktu tertangkap, jarimah dibagi menjadi
dua, yaitu:
a) Jarimah tertangkap basah (L (aliall 3l jall)
Jarimah tertangkap basah adalah jarimah yang pelakunya
tertangkap pada waktu melakukan perbuatan tersebut atau
sesudahnya tetapi dalam masa yang dekat.

b) Jarimah tidak tertangkap basah (L puli ¥ a3l all)
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Jarimah tidak tertangkap basah adalah jarimah yang
pelakunya tidak tertangkap pada waktu melakukan perbuatan
tersebut, melainkan sesudahnya dengan lewatnya waktu yang
tidak sedikit.®

Urgensi dari pembagian tersebut dapat dilihat dari dua aspek.
Pertama dari segi pembuktian. Apabila jarimah yang dilakukan
adalah jarimah hudud dan pembuktiannya dengan saksi maka
dalam jarimah yang tertangkap basah, para saksi harus
menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri pada saat terjadinya
Jjarimah tersebut. Kedua, dalam jarimah yang tertangkap basah
ini, orang-orang yang kedapatan sedang melakukan tinak pidana
dapat dicegah dengan kekerasan agar dia tidak melanjutkan

tindakannya.®

4) Ditinjau dari segi cara melakukan

Dilihat dari segi cara melakukan, jarimah dibagi menjadi dua,

yaitu:

a) Jarimah positif (Aulsal &3la)

Jarimah positif adaah jarimah yang terjadi karena melakukan
perbuatan yang dilarang seperti pencurian, perzinaan, dan

pemukulan. Jarimah ini disebut delicta commissionis.”

b) Jarimah negatif (Al &3 )

8 |bid., 17.

 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar..., 24.
0 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 14.
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Jarimah negatif merupakan jarimah yang terjadi karena
meninggalkan perbuatan yang diperintahkan seperti tidak mau
menjadi saksi dan tidak menunaikan zakat. Jarimah ini disebut
delicta ommissionis.”’

5) Ditinjau dari segi objek
Ditinjau dari segi objek atau sasaran yang terkena jarimah, jarimah
dibagi menjadi dua, yaitu:

a) Jarimah perseorangan (s & )

Jarimah perseorangan merupakan jarimah yang hukumannya
ditetapkan (dijatuhkan) untuk melindungi kemashlahatan
perseorangan (individu), walaupun hal yang berkenaan dengan
kemashlahatan individu secara substansial berkaitan dengan
kemashlahatan masyarakat. Dalam jarimah perseorangan, segi
individual lebih menonjol. Jarimah gisas dan diyat termasuk
Jjarimah perseorangan. Oleh karena itu, korban atau walinya dapat
memaafkan pelaku dari hukuman gisas atau diyat. Jarimah takzir
ada yang termasuk kedalam jarimah perseorangan jika yang
dirugikan adalah hak perseorangan seperti penghinaan dan
penipuan.’?

b) Jarimah masyarakat (dcleall 1 23 j2)

™ 1bid.
72 Sahid, Epistimologi..., 19.
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Jarimah masyarakat adalah jarimah yang merupakan
hukumannya ditetapkan (dijatuhkan) ntuk melindungi kepentigan
masyarakat, baik jarimah itu berkenaan dengan individu,
masyarakat ataupun ketentraman masyarakat dan tata aturannya.
Dengan kata lain dalam jarimah masyarakat, segi masyarakat yang
terkena jarimah lebih dominan. Yang termasuk dalam kelompok
Jjarimah masyarakat adalah jarimah hudud meskipun sebagian ada
yang mengenai perseorangan sepertipencurian dan qadhaf. Dalam
Jjarimah takzir juga ada sebagian yang termasuk jarimah
masyarakat jika dsinggung hak masyarakat seperti penimbunan
bahan-bahan pokok dan korupsi. Dalam jarimah masyarakat tidak
ada pengaruh maaf, karena hukumannya merupakan hak Allah

(hak masyarakat).”?

6) Ditinjau dari segi karakter

Dilihat dari segi karakter (watak atau tabiat), jarimah dibagi

menjadi dua, yaitu:7*

a) Jarimah politik

Jarimah politik adalah jarimah yang didesain untuk
merealisasikan tujuan politik atau faktornya adalah motivasi
politik. Menurut Abu Zahrah, jarimah politik adalah jarimahyang

berupa pelanggaran terhadap peraturan pemerintah, terhadap

7 Ibid., 20.
™ 1bid.
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pejabat pemerintah, atau terhadap garis-garis (ideologi) politik
yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dengan maksut lain,
Jjarimah politik adalah jarimah yang factor pendrongnya adalah
suatu ide atau pandangan dan ideologi yang motifnya adalah
politik dalam system ketatanegaraan yang dibangun.

b) Jarimahbiasa

Jarimah biasa adalah jarimah yang pangkalnya adalah
motivasi biasa dan tanpa mengaitkan dengan tujuan yang
orientasinya adalah motif politik. Dalam hal ini, factor
pendorongnya bukan ide atau pandangan dan ideology yang
mengarah pada politik. Dengan demikian, motif dilakukannya
Jjarimah biasa adalah hal yang biasa, walaupun kadang-kadang
jarima biasa dilakukan untuk maksud-maksud politik.

2. Hukuman (Uqubah)

Hukuman dalam istilah arab secara etimologis sering disebut
‘uqubah, yaitu bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya
melanggar ketentuan shara’ yang ditetapkan Allah dan Rasul dalam
kemashlahatan manusia.”> Kata ‘uqubah dalam bahasa berasal dari kata
‘agaba yang sinonimnya adalah (mengiringi dan datang dibelakangnya).
Kata ‘uqubah juga berasal dari kata yang sinonimya (membalasnya sesuai
dengan perbuatan yang dilakukan) atau (menghukumnya sesuai dosa atau

berdasarkan dosanya). Hukuman juga berarti siksa, yaitu ‘adhab.

> Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 39.
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Menurut ‘Abd al-Qadir ‘Awdah, definisi hukuman adalah:

S 5 oGae Lo aptedy asdiagy 55200 2 s 5T

“Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara
kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-
ketentuan shari’”’

Definisi tersebut dapat dipahami bahwa hukuman adalah salah satu
tindakan yang diberikan oleh shara’sebagai pembalasan perbuatan yang
melanggar shara’, dengan tujuan untuk memelihar ketertiban dan
kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan
individu.”® Dengan demikian, maksud pokok dari hukuman adalah untuk
memelihara dan menciptakan kemashlahatan manusia dan menjaga mereka
dari hal-hal yang mafsadah, karena Islam itu sebagai ramatan lil’alamin,
untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia.”’

Hukuman ditetapkan sedemikian rupa untuk memperbaiki individu
masyarakat dan tertib sosial. Bagi Allah sendiri tidaklah akan
memudharatkan kepada-Nya apabila manusia dimuka bumi ini melakukan
kejahatan dan tidak akan memberi manfaat kepada Allah apabila manusia
dimuka bumi taat kepada-Nya.

Hukuman itu harus mempunyai dasar, baik dari al-Qur’an, hadis atau

lembaga legislative ang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman

6 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah, (Jakarta:
Penerbit Sinar Grafika, 2004), 136-137.
7 A. Djazuli, Figh Jinayat, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 25.
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untuk kasus takzir. Selain itu hukuman harus bersifat pribadi. Artinya
hanya dijatuhkan kepada yang melakukan kejahatan saja. Hal ini sesuai
dengan prinsip bahwa: “seseorang tidak menanggung dosanya orang lain”,
Yang terakhir hukuman itu haruslah bersifat umum, maksutnya berlaku
bagi semua orang. Karena semua manusia sama dihadapan hukum.”

Sesuai dengan firman Allah di dalam al-Qur’an surat Shad ayat 26:

o) 4 i oo Sl b B Y5 G 0 G 2806 oW g s s € st

>

Pl 53 1525 G s Sk o b1 o 35 Gilat )

Artinya: Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalfah di muka
bumi, maka berikanlah keputusan (hukuman) di antara manusia
dengan adil dan janganlah mengikuti hawa nafsu, karena ia akan
menyesatkanmu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang
yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan siksa yang berat,
karena mereka melupakan hari perhitungan.”

Selain itu ada pula tujuan pokok penjatuhan hukuman dalam hukum

pidana Islam ada dua, yaitu:

1) Pencegahan
Pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia
tidak mengulangi perbuatannya atau agar tidak terus-menerus

melakukan jarimah. Selain mencegah pelaku, pencegahan juga

78 [bid., 26.
79 Al-Qur’an, 38 [Sad]: 26.
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diarahkan kepada orang-orang lain agar tidak ikut-ikutan melakukan
Jjarimah. Dalam hal ini, hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga
di kenakan terhadap orang lain yang melakukan perbuatan ang sama.
Dengan begitu, kegunan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan
orang yang berbuat untuk tidak mengulangi perbuatannya dan
menahan orang lain untuk tidak berbuat serta menjauhkan diri dari
lingkungan kejahatan.®
Perbaikan dan pendidikan

Dengan adanya perbaikan dan pendidikan dimaksudkan untuk
mendidik pelaku jarimah agar menjadi orang yang baik dan
menyadari akan kesalahan yang telah diperbuat.®' Dengan adanya
hukuman ini diharapkan dapat menmbuhkan kesadaran pelaku bahwa
ia menghindari jarimah bukan karena takut dengan hukumannya,
melainkan karea kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah
serta dengan harapan mendapati ridha Allah SWT.

Selain untuk kebaikan si pelaku, tujuan penjatuhan hukuman
juga dimaksudkan untuk membentuk masyarakat yang saling
menghormati dan mencintai antar sesama. Penjatuhan hukuman juga
dimaksudkan untuk menyatakan reaksi dan balasan dari masyarakat
terhadap perbuatan pelaku yang sudah melanggar perunang-

undangan yang berlaku sekaligus upaya untuk meredam serta

8 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar...,137.

8 1bid., 138.
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menenangkan hati korban. Hukuman dijatuhkan untuk memberikan
rasa derita yang dibebankan kepada pelaku sebagai imbalan atas
perbuatan jahat yang dilakukannya. Dengan begitu keadilan dapat

diwujudkan dan masyarakat merasakan kedamaian.??

3. Jarimah Ta’zir
1) Pengertian Ta’zir

Ta’zir menurut bahasa masdhar (kata dasar) adalah bagi ‘azzara
yang memiliki arti menolak serta mencegah kejahatan, dan mempunyai arti
menguatkan, memuliakan, membantu. 72’z juga berarti pelajaran yang
berupa memberi hukuman. Serta disebut dengan fa’zir karena hukuman
tersebut sebenarnya mencegah terhukum agar tidak mengulangi kepada
Jjarimah dengan kata lain membuatnya jera.®37a’zir menurut istilah

didefinisikan oleh Al-Mawardi sebagai berikut :
S0 g a0 d O e 2o a3

Artinya: 7Ta’zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan

dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh

syara’ 3

Menurut Wahbah Zuhaili memberikan definisi ta’zir yang mirip

dengan definisi Al-Mawardi:®>

82 Sahid, Epistimologi..., 96-97.

8Djazuli, Figh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada,2000), 164-165.

8 Abu al-Hasan Ali al-Mawardi, Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah, (Dar Al-Fikr, Beirut,
1966),236. ~

85Wahbah Zuhaili, a/-Figh al-Islami wa Adillatuhu, Juz V1, (Dar al-Fikr: Damaskus, 1989), 197.
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Artinya: Ta’zir menurut syara’ adalah hukuman yang ditetapkan atas
perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman
had dan tidak pula kafarat.

Setiap kejahatan yang ditentukan sanksinya oleh al-Qur’an
maupun oleh Hadis disebut sebagai jarimah hudud. Adapun tindak pidana
yang tidak ditentukan sanksinya oleh al-Qur’an maupun Hadis disebut

sebagai tindak pidana ta’zir.®¢ Hukuman ¢a ’zir boleh dan harus diterapkan

sesuai dengan tuntutan kemaslahatan, dalam kaitan ini ada sebuah

kaidah:®7

w. {0 ,° - - o A 4o of/
f"w‘@)}j‘)"j’f"j\

Artinya: “Tazir itu sangat tergantung kepada tuntutan kemaslahatan”
Menurut definisi yang dikemukakan diatas, telah jelas ta zir adalah
istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumnya belum
ditetapkan oleh syara’ Di kalangan fugaha, jarimah-jarimah yang
hukumnya belum ada ketetapan oleh syara’ dinamakan dengan jarimah
ta’zir. Jadi istilah dari ta’zirbisa digunakan untuk hukuman dan juga untuk

Jjarimah (tindak pidana).®8

8A. Djazuli, Figh Jinayah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 163.
87Ibid., 166.
8 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 249.
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Jarimah ta’zirtidak diperlukan asas legalitas secara khusus, seperti
pada jarimah hudud dan gisas diyat. Artinya setiap Pengertian jarimah
ta’zir tidak memerlukan ketentuan khusus, satu persatu. Hal tersebut
memang sangat tidak mungkin, bukan saja karena banyaknya jarimah ta’zir
hingga sulit dihitung, melainkan juga sifat jarimah ta’zir itu sendiri yang
labil dan fluktuatif, bisa berkurang atau bisa bertambah sesuai keperluan.
Oleh karena itu, menentukan secara baku jenis-jenis jarimah ta’zir tidak
efektif sebab suatu saat akan berubah.?

Teori kesengajaan dijelaskan bahwa niat merupakan unsur penting
dalam menentukan tindak pidana sengaja. Dalam teori ini juga dikenal
adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, teori kehendak yang danget
erat hubungannya dengan niat dalam melakukan jarimah. Dan teori
pengetahuan yang erat hubungannya dengan pengetahuan akan akibat yang
akan terjadi dari perbuatan jarimah. Dalam tindak pidana yang dilakukan
nahoda ini tidak menimbulkan matinya manusia, maka hukuman bagi
pelaku tindak pidana dengan sengaja diberikan kepada ulil amri (kepala

Negara) Sebagaimana diatur Q.S An-Nisa ayat 59 :

G edoriz 0E o &0 o%§ “//Jz £ g R
sech (3 AR OBuiSas A1 Lals Jadl tsaoly A0 ool 15T 201 2T &
Yogb sy 5o 5. =T a3y A4 B8 0 Jotas B ) 35

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul
(Nya), dan ulul amri, diantara kamu. Kemudian jika kamu
berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada
Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar

8Rahmad Hakim, Hukum Pidana Islam, (Bandung: Pusaka Setia, 2000), 141.
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beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu
lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatya.”°

Abd. Qadir Audah berpendapat bahwa jarimah ta’zirdibagi menjadi

tiga yaitu:

a.

Jarimah hudud dan gisas diyat yang mengandung unsur syubhat atau
tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai
perbuatan Jarimah, seperti wati’ syubhat, pencurian harta syirkah,
pembunuhan ayah terhadap anaknya, pencurian yang bukan harta
benda.

Jarimah ta’ziryang jenisnya sudah ditentukan nash, tapi sanksinya oleh
syar’i diserahkan kepada peguasa. Seperti: sumpah palsu, saksi palsu,
menipu, ingkar janji, tidak amanat, dan menghinakan agama.

Jarimah ta’zir serta jenis sanksinya secara penuh telah menjadi
wewenang penguasa demi tercapainya kemaslahatan umat. Dalam hal
ini unsur akhlak jadi pertimbangan utama. Misalnya suatu pelanggaran
terhadap peraturan pemerintah lainya.”!

Penetapkan jarimah ta’zir, pemerintah berpacu dan berpegang pada

prinsip melindungi setiap anggota masyarakat dan menjaga kepentingan

umum dari kemudharatan. Seperti pendapat para ulama yang membagi

Jarimah ta’zirmenjadi dua, yaitu:*?

%0 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jawa Barat: Diponegoro, 2006).
! Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2009), 14-15.

“Ibid., 16.
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a. Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan hak Allah, yaitu seperti membuat
kerusakan di muka bumi, perampokan, pencurian, pemberontakan,
perzinaan, dan tidak taat pada u/il amri.

b. Jarimah ta’ziryang berkaitan dengan hak perorangan atau hamba, yaitu
segala sesuatu yang mengancam bagi kemaslahatan seorang manusia,
seperti penghinaan dan tidak membayar hutang.

Penegakan jarimah ta’zir harus sesuai dengan prinsip syar’i (nash)
yang dimana wulil amri memiliki kewenangan untuk menetapkan jarimah
serta hukuman fa’zir ini, tapi mereka tidak diberi kebebasan mutlak yang
bisa menghalalkan yang haram maupun mengharamkan yang halal. Dan
dalam hal ini adalah hakim harus berpegang teguh pada perundang-
undangan Pelayaran.

2) Dasar Hukum 7a’zir

Dasar hukum diisyaratkannya ta zir terdapat beberapa hadis Nabi
saw dan tindakan sahabat. Hadis-hadis tersebut sebagai berikut:*3

f&Jﬁu}Nu;wa \ubgm\w“@uu,\}

Juis Jo Fug oy o o mmwgwubu;m

Cods ods 3E 4y fﬁwbwf\wa;ﬁd\fuu\@

Jibls 118 oo 81 St 118 oS5 3 530 22 anll) 83 o) 535 363 Bes

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ali bin Sa'id Al Kindi, telah
menceritakan kepada kami Ibnu Al Mubrarak dari Ma'mar dari
Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi
shallallahu 'alaihi wasallam pernah menahan seseorang karena
suatu tuduhan lalu melepasnya. la mengatakan; Dalam hal ini ada

%M. Nurul Irfan, Masyrofah, Figh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013), 140-141.
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hadits serupa dari Abu Hurairah. Abu Isa berkata; Hadits Bahz
dari ayahnya dari kakeknya adalah hadits hasan, Isma'il bin
Ibrahim telah meriwayatkan hadits ini dari Bahz bin Hakim
dengan redaksi yang lebih lengkap dan lebih panjang.
(HR.Tirmidzi - 1337)%*

AR e ol 5 Ay WS 08 e ) s 8 R VB pEsg a6 s
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Artinya:

Artinya:

des &

Telah menceritakan kepada kami Hasyim dan Hajjaj berkata;
telah menceritakan kepada kami Laits yaitu Ibnu Sa'd berkata;
telah menceritakan kepada kami Yazid bin Abu Habib dari
Bukair bin Abdullah bin Al Assyaj dari Sulaiman bin Yasar dari
Abdurrahman bin Jabir bin Abdullah dari Abu Burdah Rasulullah
Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Tidak diperkenankan
seseorang dicambuk lebih dari sepuluh kali kecuali pada
hukuman syara' dari Allah Ta'ala". (HR. Ahmad- 15272)°

‘J\ MBI ki S \}La! kg ale A o &1 2 e B o dse ut

(el 31Dy 3305 g1 s Aol ) 3,040

Dari Aisyah ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda, Ringankan
hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan
kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah hudud.
(HR. Ahmad, Abu Dawud, al-Nisa’l, dan al=Baihaqi)’®

Secara umum ketiga hadis tersebut menjelaskan tentang eksistensi

ta’zir dalam syariat Islam. Berikut penjelasannya:®’

% Amir Abdul Atit,

*Tbid., 427.
%Tbid., 428.
Ibid., 141-142.

Figh Jinayah pada Islam, (Palestine: Darul Islam, 2007), 427.
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a. Hadis pertama menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan
tersangka pelaku tindak pidana wuntuk memudahkan proses
penyelidikan. Apabila tidak ditahan, dikhawatirkan orang tersebut
melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi
perbuatan tindak pidana.

b. Hadis kedua menjelaskan tentang batas hukuman ta’zir yang tidak
boleh lebih dari sepuluh kali cambukan untuk membedakan dengan
hudud. Dengan batas hukuman ini, dapat diketahui mana yang
termasuk jarimah hudud dan mana yang termasuk jarimah ta’zir.

c. Hadis ketiga mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman 72 ’ziryang
bisa jadi berbeda-beda penerapannya, tergantung status pelaku dan hal
lainnya.

3) Unsur-unsur 7a’zir

Mengetahui perbuatan termasuk dalam jarimah ta’zir, maka
harus mengetahui unsur-unsurnya terlebih dahulu. Berikut unsur-unsur
ta’zir serta kaitannya dengan tindak pidana melayarkan kapal tanpa
surat ijin dari syahbandar dan tidak dilengkapi alat komunikasi radio:

a. Unsur formal

Merupakan unsur formal adalah terdapatnya ketentuan yang
menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan termasuk perbuatan yang
dinyatakan sebagai sesuatu tindakan yang dapat dihukum, karena

merugikan kepentingan umum.’® Jika dikaitkan dengan tindak pidana

%8 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana islam, (Jakarta: Bulan Bintang,1996), 3-5.



53

pelayaran ini, bahwa nahkoda dengan tetap melayarkan kapalnya telah
membahayakan kepentingan umum baik dalam masyarakat, Negara dan
bangsa.
Unsur Material

Merupakan unsur material adalah adanya tindakan yang
membentuk kejahatan, baik berupa perbuatan atau adanya tindakan
yang bersifat melawan hukum.” keterkaitan dengan tindak pidana
pelayaran ini, kesengajaan nahkoda dengan tetap melayarkan kapalnya
tanpa memiliki surat ijin dari syahbandar dan tidak memiliki alat
komunikasi radio termasuk perbuatan melawan hukum yang aturannya
telah diatur dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang
pelayaran.
Unsur Moril

Merupakan unsur moril ini disebut dengan al-mas’uliyyah atau
mempertanggung jawabkan. Maksudnya adalah tindakan jarimah atau
pembuatdelik haruslah orang yang dapat bertanggung jawab atas
perbuatannya.Kaitannya dengan tindak pidana pelayaran ini, nahkoda
telah mempunyai usia yang cakap hukum sehingga perbuatannya dapat
dipertanggungjawabkan Unsur-unsur yang telah disebutkan di atas

adalah unsur-unsur yangbersifat umum. Artinya unsur-unsur tersebut

% |bid., 3-5.
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adalah unsur yang sama seta berlaku bagi setiap macam jarimah (tindak

pidana/delik).!%

4) Prinsip Penjatuhan Hukuman

Abdul Qadir Audah berpendapat hukuman adalah bentuk
balasan atas perbuatan pelanggaran perintah syara’ yang telah
ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat.'”! Prinsip penjatuhan
hukuman, lebih utama yang berkaitan dengan ta’zir yang menjadi
wewenang penuh dari u/ul amri, yang berarti baik bentuk maupun jenis
hukumannya adalah hak penguasa, ditujukan untuk menghilangkan
sifat mengganggu ketertiban dan kepentingan umum, yang bermuara
pada kemaslahatan masyarakat. Ketertiban umum maupun
kepentingan umum sebagaimana yang kita ketahui memiliki sifat labil
dan  bisa  berubah  sesuai dengan perkembangan  dan
kebutuhan.!0? Jarimah ta’zir sangat bergantung kepada tuntutan
kemaslahatan.

Perbuatan yang termasuk golongan ini tidak bisa ditentukan,
karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan
dari sifatnya. Apabila sifat tersebut ada maka perbuatannya
diharamkan, serta apabila sifat tersebut tidak ada maka perbuatannya

mubah. Sifat yang menjadi alasan (7//af) diberikannya hukuman atas

10 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana islam, (Jakarta: Bulan Bintang,1996), 3-5.
10IR ahmad Hakim, Hukum Pidana Islam, (Bandung: Pusaka Setia, 2000), 59.

102]bid., 142.
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perbuatan tersebut adalah membahayakan dan merugikan kepentingan
umum.'%?
5) Macam-Macam Jarimah Ta’zir
Dilihat dari berbagai hal jarimah ta’zir terdiri dari berbagai
macam, yaitu sebagai berikut:!%4
a. Dilihat dari hak yang dilanggar, jarimah ta’zir dapat dibagi menjadi
dua, yaitu:
1) Jarimah ta’ziryang menyinggung hak Allah.
2) Jarimah ta’zir yang menyinggung hak individu.

Adapun yang dimaksud dengan jarimah ta’zir yang
menyinggung hak Allah, yaitu segala sesuatu yang berakaitan dengan
kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi,
pencurian, dan pemberontakan. Sedangkan jarimah ta’zir yang
menyinggung hak individu, yaitu segala sesuatu yang mengancam
kemaslahatan bagi seorang manusia, seperti tidak membayar hutang
dan penghinaan.!%

b. Segi sifatnya, jarimah ta’zir dibagi kepada tiga bagian, yaitu:
1) Ta’zirkarena melakukan perbuatan maksiat.
2) Ta’zir karena melakukan perbuatan membahayakan kepentingan
umum.

3) Ta’zirkarena melakukan pelanggaran.

193 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 251.
104 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam. . ., 255.
105A Djazuli, Figh Jinayah. . ., 166.
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Segi dasar hukum (penetapannya), Abdul Qadir Audah membagi

menjadi tiga, yaitu:'%

1)

2)

3)

Jarimah ta’zir yang berasal dari jarimah hudud dan gisash diyat
yang mengandung unsur shubhat 1i al-1i’li, fi al-fa’il, maupun £ al-
mahal. Akan tetapi hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan
maksiat, seperti percurian harta syirkah, pembunuhan ayah
terhadap anaknya, dan pencurian yang bukan harta benda.

Jarimah ta’zir yang jenis jarimah ditentukan oleh nash, tetapi
sanksinya oleh syariat diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah
palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari
janji, menghianati amanah, dan menghina agama.

Jarimah ta’zir yang jenis dan sanksinya secara penuh menjadi
wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat,
seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah. !’

Abdul Aziz Amir membagi jarimah ta’zir secara rinci kepada

beberapa bagian, yaitu:'%®

a)

b)

¢)

d)

Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan pembunuhan.

Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan pelukaan.

Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap
kehormatan dan kerusakan akhlak.

Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan harta.

196Muystofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam. . ., 77.

197 1bid., 78.
108 |pid., 78.
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e) Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu.
f) Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan keamanan umum.
6) Macam-Macam Hukuman 7a’zir
Hukuman za’zir jenisnya beragam, namun secara garis besar
dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu:
a. Hukuman ta’zir yang berkaitan dengan badan
Adapun mengenai sanksi ta’zir yang berkaitan dengan badan,
dibedakan menjadi dua, yaitu:
1) Hukuman Mati
Mazhab Hanafi, membolehkan sanksi ¢a’zir dengan
hukuman mati dengan syarat perbuatan itu dilakukan berulang-
ulang dan akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat.
Contohnya, pencurian yang berulang-ulang dan menghina Nabi
beberapa kali yang dilakukan oleh kafir dzimmi meskipun telah
masuk Islam.Sedangkan menurut Mazhab Maliki dan sebagian
ulama Hanabilah juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi
ta’zir tertinggi. Contohnya, sanksi bagi spionase (mata-mata) dan
orang yang melakukan kerusakan di muka bumi.Demikian juga
sebagian Mazhab Syafi’iyah membolehkan hukuman mati seperti
dalam kasus homoseks.!%”
Uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukuman mati

sebagai sanksi ta’zir tertinggi untuk jarimah ta’zir, dan hanya

19A Djazuli, Figh Jinayah. . ., 192-193.
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dilaksanakan dalam jarimah-jarimah yang sangat berat dan

berbahaya, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

a.

Bila pelaku adalah residivis yang hukuman-hukuman
sebelumnya tidak memberi dampak apa-apa baginya.

Harus dipertimbangkan dampak kemaslahatan masyarakat serta
pencegahan terhadap kerusakan yang menyebar di muka

bumi. !

2) Hukuman Jilid (Cambuk)

Hukuman jilid cukup efektif dalam menjerakan pelaku

Jjarimah ta’zir. Hukuman ini dikatakan efektif karena memiliki

beberapa keistimewaan dibandingkan hukuman lainnya, yaitu:

a.

Lebih menjerakan dan lebih memiliki daya represif, karena
dirasakan langsung secara fisik.

Bersifat fleksibel, setiap jarimah memiliki jumlah cambukan
yang berbeda-beda.

Berbiaya rendah, tidak membutuhkan dana besar dan
penerapannya sangat praktis.

Lebih murni dalam menerapkan prinsip bahwa sanksi ini
bersifat pribadi dan tidak sampai menelantarkan keluarga

terhukum. !

10 Tbid., 195.

"M, Nurul Irfan, Masyrofah, Figh Jinayah. . .,149.
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Adapun mengenai jumlah maksimal hukuman jilid dalam

Jjarimah ta’zir, ulama berbeda pendapat:

Mazhab Hanafi, tidak boleh melampaui batas hukuman Aad.
Abu Hanifah, tidak boleh lebih dari 39 kali, karena had bagi
peminum khamar adalah dicambuk 40 kali.

Abu Yusuf, tidak boleh lebih dari 79 kali, karena had bagi
pelaku gadzafadalah dicambuk 80 kali.

Ulama Malikiyah, sanksi #a’zir boleh melebihi Aad selama
mengandung maslahat. Mereka berpedoman pada keputusan
Umar bin al-Khattab yang mencambuk Ma’an bin Zaidah 100
kali karena memalsukan stempel baitul mal.!!?

Kemudian pendapat ulama mengenai jumlah minimal

cambukan dalam jarimah ta’zir yaitu:''3

a.

Ulama Hanafiyah, batas terendah ¢a’zir harus mampu memberi
dampak preventif dan represif.

Ulama lain menyatakan batas terendah satu kali cambukan.
Ibnu Qudamah, batas terendah tidak dapat ditentukan,
diserahkan kepada 7jtihad hakim sesuai tindak pidana, pelaku,

waktu, dan pelaksanaannya.

120bid., 150.
BIbid., 151.



60

d. Pendapat Ibnu Qudamah lebih baik, tetapi perlu tambahan
ketetapan ulil amri sebagai pegangan semua hakim. Apabila
telah ada ketetapan hakim, tidak ada lagi perbedaan pendapat.

Sesungguhnya dalam hal ini harus dilihat kasus jarimah-
nya, sudah menjadi kewenangan u/i/ amri menjatuhkan hukuman
dengan harus mempertimbangkan kemaslahatan bagi si pelaku

Jjarimah dan juga bagi masyarakat.

b. Hukuman ¢a’zir yang berkaitan dengan kemerdekaan.

Mengenai hukuman ta’zir yang berkaitan dengan

kemerdekaan, ada dua jenis hukuman, yaitu:
1) Hukuman Penjara

Alasan  dibolehkannya hukuman penjara sebagai
ta’ziradalah tindakan Nabi saw yang pernah memenjarakan
beberapa orang di Madinah dalam tuntutan pembunuhan, juga
tindakan khalifah Utsman yang pernah memenjarakan Zhabi’ ibn

al-Harits salah satu pencuri dari Bani Tamim sampai ia mati di

penjara. Demikian pula khalifah Ali pernah memenjarakan

Abdullah ibn al-Zubair di Mekkah ketika ia menolak untuk

membaiat Ali.

Selanjutnya hukuman penjara dibagi menjadi dua, yaitu
sebagai berikut:!''4

a) Hukuman Penjara Terbatas

114 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam. . ., 262-263.
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Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang
lama waktunya dibatasi secara tegas. Adapun lamanya hukuman
penjara tidak ada kesepakatan dikalangan para ulama.Menurut
Imam al-Mawardi hukuman penjara dalam ¢a’zir berbeda-beda,
tergantung kepada pelaku dan jenis jarimah-nya. Menurut Imam
ibn al-Majaysun dari ulama Malikiyah menetapkan lamanya
hukuman bisa setengan bulan, dua bulan, atau empat bulan,
tergantung kepada harta yang ditahannya. Adapun batas
terendah hukuman penjara menurut Imam al-Mawardi adalah
satu hari.

Uraian tersebut, jelaslah bahwa tidak ada batas yang
pasti dan dijadikan pedoman umum untuk hukuman penjara
sesuai fa’zir, dan hal itu diserahkan kepada Jjjtihad hakim
dengan memperhatikan perbedaan kondisi jarimah, pelaku,
tempat, waktu, dan situasi ketika jarimah itu terjadi.

Hukuman Penjara Tidak Terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi
waktunya, melainkan berlangsung terus sampai orang yang
terhukum mati, atau sampai ia bertobat. Dalam istilah lain bisa
disebut hukuman penjara seumur hidup.

Hukuman penjara seumur hidup adalah hukuman penjara
untuk kejahatan-kejahatan yang sangat berbahaya, seperti

pembunuhan yang terlepas dari sanksi gisas. Sedangkan
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hukuman penjara yang dibatasi sampai sampai terhukum
bertaubat sesungguhnya mengandung pendidikan, mirip dengan
Lembaga Permasyarakatan sekarang, yang menerapkan adanya
remisi bagi terhukum yang terbukti ada tanda-tanda telah
bertaubat. Menurut ulama bila ia memperlihatkan tanda-tanda
perbaikan dalam  perilakunya. Bahkan para ulama
mengharuskan adanya pengobatan apabila terhukum sakit dan
tidak ada larangan syara’ melatih para narapidana dalam
kegiatan yang bermanfaat, bahkan hal ini dianjurkan karena
membawa kemaslahatan bagi mereka dan mendukung tobat
mereka.!!d
2) Hukuman Pengasingan
Hukuman pengasingan merupakan hukuman Aad, namun
dalam praktik hukuman diterapkan juga sebagai hukuman ¢a’zir.
Diantara jarimah ta’zir yang dikenai hukuman pengasingan adalah
orang yang beperilaku mukhannas (waria) yang pernah
dilaksanakan oleh Nabi dengan mengasingkannya keluar Madinah.
Demikian pula tindakan Umar yang mengasingkan Nashr bin
Hajjaj karena banyak wanita yang tergoda olehnya, karena konon
ia berwajah sangat tampan dan menarik, walaupun sebenarnya ia

tidak melakukan jarimah. Selain itu, Umar juga menjatuhihukuman

YSA. Djazuli, Figh Jinayah. . ., 208.
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pengasingan dan cambuk terhadap Mu’an bin Zaidah karena telah
memalsukan stempel baitul mal''

Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku
Jarimah yang dikhawatirkan dapat memberikan pengaruh buruk
terhadap masyarakat. Dengan diasingkannya pelaku, mereka akan
terhindar dari pengaruh tersebut. Dalam hal ini sepertinya
hukuman mengangsingkan narapidana ke Pulau Nusa Kambangan
sudah memenuhi syarat, mengingat Indonesia adalah negara
kepulauan yang memiliki ribuan pulau.Dengan demikian hukuman
ini sangat efektif apabila dilaksanakan dengan memanfaatkan
pulau-pulai kecil tersebut.Disamping itu hukuman ini juga harus
didukung dengan pengawasan ketat agar narapidana tidak dapat

melarikan diri.!'”

¢. Hukuman ¢a’zir yang berkaitan dengan harta.

Hukuman ta’zir dengan mengambil harta bukan berarti

mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau kas negara, melainkan

hanya menahannya untuk sementara waktu.Adapun jika pelaku tidak

dapat diharapkan untuk bertaubat, hakim dapat menyerahkan harta

tersebut untuk kepentingan yang mengandung mas/ahat.

116M. Nurul Irfan, Masyrofah, Figh Jinayah. . .,156.

bid., 156-157.
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Imam Ibnu Taimiyyah membagi hukuman ta’zir ini dibagi
menjadi tiga bagian dengan memperhatikan afsar (pengaruhnya)
terhadap harta, sebagai berikut:!''®
1) Menghancurkannya (a/-/thlaf), yakni penghancuran harta berlaku

untuk benda-benda yang bersifat mungkar. Contohnya
menghancurkan tempat minum khamar.

2) Mengubahnya (al-Taghyir), hukuman ¢a’zir berupa mengubah
harta pelaku antara lain mengubah patung yang disembah oleh
muslim dengan cara memotong kepalanya sehingga mirip pohon
atau vas bunga.

3) Memilikinya (a/-Tamlik), yakni disebut juga dengan hukuman
denda, berupa pemilikan harta pelaku, antara lain keputusan
khalifah Umar yang melipat gandakan denda bagi orang yang
menggelapkan barang temuan.

Hukuman denda dapat dijatuhkan bagi orang yang
menyembunyikan, menghilangkan, dan merusak barang milik orang
lain dengan sengaja. Terdapat dua macam hukuman denda, yaitu denda
yang telah dipastikan kesempurnaannya yakni denda yang
mengharuskan lenyapnya harta karena berhubungan dengan hak Allah,
dan denda yang tidak dipastikan kesempurnaannya adalah denda yang

ditetapkan berdasarkan 7jtihad hakim yang disesuaikan dengan berat

8]bid., 158-159.



65

ringannya pelanggaran yang dilakukan.Selain denda, hukuman ¢a’zir
yang berkaitan dengan harta adalah penyitaan atau perampasan. !’
d. Hukuman 7a’zir Lainnya.
Di samping hukuman-hukuman yang telah disebutkan, terdapat
hukuman ¢a ’zir yang lain. Hukuman tersebut adalah:!2
1) Peringatan keras
Peringatan keras dapat dilakukan diluar sidang pengadilan
dengan mengutus seorang kepercayaan hakim  yang
menyampaikannya kepada pelaku.Peringatan keras macam ini
dianggap sebagai hukuman yang lebih ringan dibandingkan jika
pelaku dipanggil ke hadapan sidang pengadilan. Hal itu dilakukan
oleh karena hakim memandang bahwa perbuatan yang dilakukan
oleh pelaku tidak terlalu berbahaya.
2) Dihadirkan di hadapan sidang
Apabila pelaku membandel atau perbuatannya cukup
membahayakan maka pelaku dapat dipanggil kehadapan sidang
untuk diberi peringatan langsung oleh hakim. Bagi orang tertentu
sudah cukup merupakan hukuman yang efektif, karena sebagian
orang ada yang merasa takut dan gemetar dalam menghadapi meja
hijau.

3) Hukuman Ancaman (fahdid)

'9Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000),169.
120 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam. . ., 268.
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Hukuman ancaman (fahdid) antara lain dengan ancaman
apabila terpidana mengulangi perbuatannya, ia akan didera,
dipenjara, atau dijatuhi hukuman yang lebih berat. Hukuman
ancaman dapat dijatuhkan apabila hukuman ini cukup dapat
mencegah, memperbaiki, serta mengajari si terpidana. Dalam
hukum konvensional, memandang bahwa hakim menjatuhkan
hukuman ancaman ini dan menunda pelaksanaannya sampai waktu
tertentu. Apabila terpidana kembali mengulangi perbuatannya,
hakim dapat melaksanakan hukuman yang tertunda tersebut.!?!
Nasihat

Ibn Abidin yang dikutip oleh Abdul Aziz Amir
mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan nasihat adalah
mengingatkan pelaku apabila ia lupa, dan mengajarinya apabila ia
tidak mengerti. Hukuman ini diterapkan untuk pelaku pemula yang
melakukan tindak pidana, bukan karena kebiasaan melainkan
karena kelalaian.!'??

Celaan ( Taubikh)

Khalifah Umar ibn Khattab pernah menjatuhkan hukuman
celaan ini kepada orang yang memakai pakaian sutra asli. Sambil
berpaling dan wajahnya berubah Umar mengatakan, “lepaskan

pakaian ahli neraka itu” Sikap Umar yang memalingkan mukanya

121 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid 111, (Jakarta: PT Karisma Ilmu,

2008), 99.

122 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam. . ., 269.



6)

7)

8)

67

itu merupakan ta’zir (pelajaran) kepada mereka, sekaligus
merupakan celaan terhadap mereka.!??
Pengucilan

Rasulullah pernah melakukan hukuman pengucilan
terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang tabuk, yaitu
Ka’ab bin Malik, Mirarah bin Rubi’ah, dan Hilal bin Umaiyah,
mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara.'?*
Pemecatan (al-‘Azl)

Pengertian pemecatan adalah melarang seseorang dari
pekerjaannya dan memberhentikannya dari tugas atau jabatan yang
dipegangnya sebagai akibat pemberhentian dari pekerjaannya itu.
Hukuman ini diterapkan terhadap pegawai yang melakukan
jarimah, baik yang berhubungan dengan pekerjaan maupun dengan
hal-hal lainnya, seperti pegawai yang melakukan korupsi.'?’
Pengumuman kesalahan secara terbuka (az-Tasyir)

Dasar hukum hukuman ini adalah tindakan Khalifah Umar
terhadap seorang saksi palsu yang sesudah dijatuhi hukuman jilid
lalu ia diarak keliling kota, sambil diumumkan kepada masyarakat
bahwa ia adalah seorang saksi palsu.Pada masa dahulu, penerapan

hukuman ini dilakukan dengan cara mengumumkan perbuatan

terpidana di tempat umum, seperti pasar dan tempat-tempat umum

123Ibid., 270.

124Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam. . ., 78.
125 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam. . ., 271.
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lainnya. Sedangkan pada masa sekarang, hukuman ini dapat
dilakukan dengan cara mengumumkannya di surat kabar atau
menempelkan pengumuman tersebut di tempat-tempat umum
7) Tujuan 7a’zir
Tujuan diberlakukannya sanksi ¢a zir, yaitu sebagai berikut:!2°
a. Preventif: mencegah orang lain agar tidak melakukan jarimah.
b. Represif: membuat pelaku jera sehingga tidak mengulangi.
c. Kuratf: membawa perbaikan sikap bagi pelaku.

d. Edukatif: memberikan pengajaran serta pendidikan sehingga

diharapkan dapat memperbaiki pola kehidupan pelaku.

126M. Nurul Irfan, Masyrofah, Figh Jinayah. . .,142.



BAB III
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO NOMOR :
60/Pid.B/2018/PN Rno TENTANG TINDAK PIDANA PELAYARAN

A. Profil Pengadilan Negeri Rote Ndao

Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II merupakan Pengadilan Tingkat
Pertama yang berada di wilayah Pengadilan Tinggi Kupang dan di bawah
naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Rote Ndao
Kelas II dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
14 tahun 2005 tentang pembentukan Pengadilan Negeri Lembata, Pengadilan
Negeri Rote Ndao Kelas II, Pengadilan Negeri Pelalawan, Pengadilan Negeri
Rokan Hilir, Pengadilan Negeri Nunukan dan Pengadilan Negeri Malinau. Pada
tanggal 13 Desember 2005 Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL Meresmikan beroperasinya Pengadilan
Negeri Rote Ndao Kelas II. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao
Kelas II meliputi seluruh wilayah kabupaten terselatan Negara Republik
Indonesia yaitu Kabupaten Rote Ndao. Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas 11
terletak J1. Kompleks Perkantoran Bumi Sasando Permai, Ba’a, Rote Ndao.!?’

Visi merupakan cara pandangan jauh kedepan untuk mewujudkan

tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Rote Ndao kelas II. Visi

12’Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Pengadilan Negeri Rote Ndao”,  http:/pn-
rotendao.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan, diakses pada 22 Mei 2019.
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Pengadilan Negeri Rote Ndao kelas II yaitu "Terwujudnya Pengadilan Negeri
Rote Ndao Kelas II yang Agung".'?8

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi
yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan
baik. Misi Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II adalah :'?°
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Rote Ndao

Kelas II.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Rote

Ndao Kelas II.

B. Legal Standing

Legal stand Harjono mendefinisikan kedudukan hukum sebagai
suatu keadaan ketika seseorang atau suatu pihak dianggap memenuhi
syarat, sehingga pihak tersebut memiliki hak untuk mengajukan

permohonan ke Mahkamah Konstitusi

Sesuai dengan Pasal 51 UU 24/2003, Mahkamah Konstitusi telah
merumuskan beberapa persyaratan agar seseorang dapat dianggap memiliki

kedudukan hukum. Pertama-tama mereka harus memenuhi kualifikasi

128 Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Pengadilan Negeri Rote Ndao”, http://pn-
rotendao.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan, diakses pada 22 Mei 2019.
129 Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Pengadilan Negeri Rote Ndao”, http://pn-
rotendao.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan, diakses pada 22 Mei 2019.
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sebagai subjek hukumBeberapa subjek yang diberikan Jocus standi oleh

Mahkamah Konstitusi adalah:!3°

1. Perorangan warga negara
2. Kesatuan masyarakat hukum adat
3. Badan hukum publik/privat

4. Lembaga negara

Persyaratan kedua berkaitan dengan anggapan bahwa hak dan
wewenang konstitusional pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-
undang Untuk memenuhi persyaratan ini, beberapa hal yang harus dipenuhi

adalah;!3!

1. Keberadaan hak/wewenang konstitusional yang diberikan oleh UUD
1945

2. Hak/wewenang konstitusional pemohon telah dirugikan oleh undang-
undang yang dipermasalahkan

3. Kerugian tersebut harus bersifat khusus dan aktual atau paling tidak
bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
terjadi

4. Harus ada hubungan sebab-akibat antara kerugian dengan undang-

undang yang dipermasalahkan

130 Harjono. Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa. (Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi 2008), 176

181 Achmad Roestandi, Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab (Sekretariat Jendral dan
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 2006), 43-44
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5. Terdapat kemungkinan bahwa jika permohonan dikabulkan, kerugian

yang menimpa pemohon tidak lagi terjadi

C. Deskripsi Kasus
1. Kronologi Kasus

Melengkapi data dalam pembahasan masalah yang penulis teliti,
maka perlu dipaparkan kasus tindak pidana pelayaran yang terjadi di
wilayah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao dengan deskripsi sebagai
berikut:

Putusan ini dijatuhkan kepada terdakwa Abu Hari Nuru, laki-laki
yang berkebangsaan Indonesia dan lahir di Lab Burung pada tanggal 14
Februari 1977.Terdakwa bertempat tinggal di Dusun Buton RT.019
RW.009 Desa Pemana Kecamatan Alok Kabupaten Sikka Propinsi Nusa
Tenggara Timur, beragama Islam dan bekerja sehari-harinya sebagai
Nahkoda Kapal Layar Motor (KLM).'*2

Perkara ini terdakwa dituntut oleh jaksa penuntut umum pada
tanggal 25 September 2018 untuk dinyatakan bersalah telah melakukan
tindak pidana pelayaran yang sudah diatur dalam Pasal 323 ayat (1) Jo.
Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan
“mengoperasikan kapal tanpa dilengkapi dengan perangkat komunikasi

radio dan kelengkapannya yang memenuhi persyaratan” yang diatur dan

132 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Putusan Pengadilan Negeri Rote
Ndao Nomor:60/Pid.B/2018/PN Rno”,
https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/46¢4b18al4bbede72d251554b9a00eeb, diakses
pada 23 Mei 2019, 1.
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diancam pidana dalam Pasal 307 Jo. Pasal 131 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun

2008 tentang Pelayaran.

Jaksa penuntut umum juga mengajukan beberapa barang bukti
yaitu:!33

- 1 (satu) buku surat kecakapan Nakhoda an. Abu Hari Nuru

- 1 (satu) buku surat kecakapan KKM an. CIPA
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Abu Hari Nuru.

- 1 (satu) buah kapal dengan nama KLM. Jaya Baitullah (bendera
Indonesia, tonnage 51 GT, terbuat dari kayu, mesin Mitsubishi 6D15-
150 PS
Dirampas untuk negara.

- 800 (delapan ratus) karung baju, tas dan sepatu bekas
Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri

- 1 (satu) lembar Pas Besar

- 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan KLM

- 1 (satu) bundel buku kesehatan

- 1 (satu) bundel buku SIJIL

Terdakwa Abu Hari Nuru selaku Nahkoda Kapal Layar Motor

(KIm.) Jaya Baitullah pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira jam

01.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat

di Perairan Papela Rote Timur pada posisi S10735°27.0”S-123722°40.8T

133 1bid.,, 2.
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atau setidak-tidaknya dalam perairan Indonesia atau setidak-tidaknya pada
suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Rote Ndao yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah
melakukan tindak pidana ‘“Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat
Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar”, perbuatan
tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:!3*

Hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira jam 01.15 wita sedang
ada Patroli Keamanan Laut (Patkamla) Lanal Pulau Rote berlayar di sekitar
perairan Pulau Rote pada posisi S10” 34° 57. 288” T123” 23” 438. 8824”
dan mengetahui Kapal Layar Motor (Klm) Jaya Baitullah mulai dekat
sampai jarak 50 (lima puluh) yards kemudian memberi perintah Klm Jaya
Baitullah untuk menghentikan kapal untuk dilakukan pemeriksaan, namun
saat diperingatkan untuk berhenti Klm Jaya Baitullah yang dikendarai oleh
Nahkoda yaitu Terdakwa tetap berlayar dengan kecepatan yang tidak
berkurang, setelah itu anggota Patkamla memberi isyarat tembakan
peringatan ke udara hingga sekitar jam 01.30 wita pada akhirnya Klm Jaya
Baitullah berhenti di Perairan laut Papela Rote Timur pada posisi
S10735°27.0”S-123722°40.8T, setelah itu anggota Patkamla melaksanakan
pemeriksaan terhadap KIlm Jaya Baitullah tersebut dan ditemukan sedang
bermuatan barang bekas serta tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan

Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar dan tidak dilengkapi

1341bid., 3.
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dengan alat komunikasi radio, selanjutnya terdakwa dan barang bukti

dibawa ke kantor polisi dan diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai

dengan pasal 323 ayat (1) Jo. Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008

dan Pasal 307 Jo. Pasal 131 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang

Pelayaran. Untuk membuktikan dakwaaanya jaksa penuntut umum

mengajukan beberapa saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya

dan melalui sumpah sesuai agamanya masing-masing sebagai berikut:

1.

Saksi Asmono (anggota syahbandar):!3°

Saksi menerangkan bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis,
tanggal 02 Agustus 2018 sekitar pukul 01.30 wita di wilayah perairan
Indonesia tepatnya diperairan Laut Papela Rote Timur, diposisi
S10035°27.0” S-123022°40.8” saat akan bersandar di pelabuhan Papela
; Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa Abu
Hari Nuru. Terdakwa Mengendarai Kapal jenis kayu yang bernama
KLM Jaya Baitullah dengan 5 orang Anak Buah Kapal (ABK).

Awalnya saksi dengan satu orang rekan sedang melaksanakan
patroli di sekitar perairan pulau Rote menggunakan Patkamla Posal
kami melihat kapal yang berada pada koordinat S10033°2. 0952”T
123024°18. 1332” baringan 210 jarak 1,2 NM menggunakan alat GPS
personal selanjutnya saksi melaporkan ke Komandan Posal Papela dan

oleh Komandan diberi perintah untuk mendekati echo tersebut disaat

135 Tbid., 5-6.
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mendekati kapal hingga jarak 50 Yards, kami memberi perintah untuk
kapal tersebut berhenti untuk dilakukan pemeriksaan tetapi kapal
tersebut tidak mau berhenti dan tetap berlayar dengan kecepatan yang
sama sehingga diberikan tembakan peringatan sampai 2 (Dua) kali
barulah kapal tersebut mau berhenti dan dari hasil pemeriksaan kapal
tersebut bernama KLM. Jaya Baitullah.

Kapal tersebut berlayar dari Pemana Maumere lanjut ke Timor
Leste dan berakhir di papela Rote Ndao kami melakukan pemeriksaan
personel, muatan serta kelengkapan surat/dokumen dan kapal tidak
mempunyai Surat [jin Berlayar, serta tidak memiliki alat komunikasi
radio yang layak atau sudah rusak, tidak adanya Crew List dan daftar
manifest. Terdakwa Mengemudikan Kapal jenis kayu dengan nama
kapal KLM Jaya Baitullah yang dimana kapal masih layak laut/ layak
jalan.

Syarat yang harus dilengkapi sebelum kapal dikatakan layak
layar dan sebelum berlayar, harus memiliki Surat Ijin Berlayar yang
dikeluarkan oleh Syahbandar setempat, adanya surat dokumen muatan,
dokume personil kapal dll.

Saksi La Cipa (anak buah kapal):!3¢

Saksi menjelaskan bahwa waktu serta tempat terjadinya tindak

pidana Pelayaran tersebut pada hari Kamis 02 Agustus 2018 pada pukul

01.30 wita di wilayah perairan Indonesia lebih tepatnya diperairan Laut

136 Tbid., 6-7.
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Papela Rote Timur. Terdakwa bernama Abu Hari Nuru, jabatan
Terdakwa dikapal Layar Motor sebagai nahkoda kapal. Terdakwa
dengan 5 orang Anak Buah Kapal (ABK) termasuk saksi.

Saksi bekerja di KLM Jaya Baitullah dari tanggal 16 Juli 2018,
saksi selaku KKM (Kepala Kamar Mesin) di kapal tersebut dan Saksi
memiliki Surat Keterangan Kecakapan (SKK) dan saksi digaji Rp.
1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sekali layar.

Saksi berlayar dari Pemana Maumere menuju ke Timor Leste
dan tiba di Paela Rote Ndao, saksi tidak tau jika kapal tidak mempunyai
Surat Persetujuan Berlayar (SPB), tidak ada Radio, tidak ada Crew List
dan Dokumen Muatan karena yang mengurusi semuanya adalah
Nahkoda Kapal. Saksi tidak mengetahui pemilik kapal saksi hanya
direkrut oleh Nahkoda yang saksi ketahui pemilik kapal adalah juragan
siapa saksi tidak tahu namanya.

Muatan kapal adalah baju bekas, tas bekas, sepatu bekas
sebanyak 800 karung, dikapal tersebut terdapat radio Komunikasi tapi
sudah rusak dan tidak berfungsi, Tonage KLM Jaya Baitullah adalah 51
GT Mitsubishi 6 D 15-150 PS.

Saksi Usman (anak buah kapal):'3’

Saksi menerankan waktu dan tempat kejadian tindak pidana

Pelayaran tersebut pada hari Kamis, tanggal 02 Agustus 2018 sekitar

pukul 01.30 wita di wilayah perairan Indonesia lebih tepatnya

137 1bid., 7-8.
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diperairan Laut Papela Rote Timur pelaku didalam tindak pidana
adalah Terdakwa Abu Hari Nuru, jabatan Terdakwa dikapal tersebut
sebagai nahkoda kapal. Terdakwa ditemani 5 orang Anak Buah Kapal
(ABK) termasuk saksi, saksi disini adalah ABK (Anak Buah Kapal)
bertugas sebagai jurumudi kapal.

Saksi sebagai Jurumudi kapal tersebut tidak memiliki atau
dilengkapi dengan bukti ijazah atau sertifikat hanya didasarkan
pengalaman saja, saksi saat bekerja di KLM Jaya Baitullah diberi upah
Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sekali layar.

Saksi tidak tahu jika kapal tidak dilengkapi Surat Persetujuan
Berlayar (SPB) serta tidak memiliki sertifkat Radio, tidak dilengkapi
Crew List dan Dokumen Muatan karena yang mengurusi semuanya
adalah Nahkoda Kapal. Saksi tidak mengetahui siapa pemilik kapal
tersebut dan saksi hanya diajak oleh Nahkoda.

Kapal tersebut bermuatan pakaian bekas, tas bekas, sepatu
bekas berjumlah 800 karung, kapal tersebut telah dilengkapi radio
Komunikasi namun tidak berfungsi atau sudah rusak sudah rusak.
Tonage KLM Jaya Baitullah adalah 51 GT Mitsubishi 6 D 15-150 PS,
saksi hanya mememakai kompas dengan berdasarkan pengalaman saja,
sebagai jurumudi yang memberi perintah kepada saksi untuk
mengarahkan kapal adalah Nahkoda. Jumlah dari keseluruhan muatan

kapal tersebut saksi tidak mengetahuinya.
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Saksi La Cipto (anak buah kapal):!38

Saksi menerankan waktu dan tempat kejadian tindak pidana
Pelayaran tersebut pada hari Kamis, tanggal 02 Agustus 2018 sekitar
pukul 01.30 wita di wilayah perairan Indonesia lebih tepatnya
diperairan Laut Papela Rote Timur pelaku didalam tindak pidana
adalah Terdakwa Abu Hari Nuru, jabatan Terdakwa dikapal tersebut
sebagai nahkoda kapal. Terdakwa ditemani 5 orang Anak Buah Kapal
(ABK) termasuk saksi, saksi disini adalah ABK (Anak Buah Kapal)
bertugas sebagai jurumudi kapal.

Saksi sebagai Jurumudi kapal tersebut tidak memiliki atau
dilengkapi dengan bukti ijazah atau sertifikat hanya didasarkan
pengalaman saja, saksi saat bekerja di KLM Jaya Baitullah diberi upah
Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sekali layar.

Saksi tidak tahu jika kapal tidak dilengkapi Surat Persetujuan
Berlayar (SPB) serta tidak memiliki sertifkat Radio, tidak dilengkapi
Crew List dan Dokumen Muatan karena yang mengurusi semuanya
adalah Nahkoda Kapal. Saksi tidak mengetahui siapa pemilik kapal
tersebut dan saksi hanya diajak oleh Nahkoda.

Kapal tersebut bermuatan pakaian bekas, tas bekas, sepatu
bekas berjumlah 800 karung, kapal tersebut telah dilengkapi radio
Komunikasi namun tidak berfungsi atau sudah rusak sudah rusak.

Tonage KLM Jaya Baitullah adalah 51 GT Mitsubishi 6 D 15-150 PS,

138 Ibid., 8-9.
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sebagai jurumudi yang memberi perintah kepada saksi untuk
mengarahkan kapal adalah Nahkoda. Saksi tidak mengetahui
keseluruhan jumlah muatan didalam kapal tersebut.

5. Saksi Paulus Antonius Pade Ruing (saksi shli):!3°

Saksi bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) di kantor
Kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan III kupang sebagai Nahkoda
KNP.340. Tugas dari saksi adalah melaksanakan patroli di Wilayah
DLKP/DLKR serta melakukan pemeriksaan terhadap dokumen serta
keselamatan kapal, saksi merupakan lulusan D3 Akademi Maritim
Nusantara di Cilacap, ANT III di PIP (Politeknik Ilmu Pelayaran) di
Semarang Tahun 2004, Diklat Marine Inspector Tahun 2014 di Jakarta
dan Diklat Syahbandar Tahun 2018 di Jakarta. Saksi pernah
memberikan keterangan sebagai saksi ahli dalam perkara tindak pidana
pelayaran saat berdinas di Banjarmasin.

Berdasarkan PM 82 Tahun 2014 bahwa Surat Persetujuan
Berlayar (SPB) adalah dokumen Negara yang dikeluarkan oleh
Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar, dasar dari
penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) antara lain kapal tersebut
harus memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal meliputi keadaan kapal
yang memenuhi syarat keselamatan kapal, mencegah pencemaran
perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan

awak kapal serta kesehatan penumpang, status hukum kapal, serta

139 1bid., 9-11.
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manejemen keamanan kapal dan memiliki kewajiban lainnya yaitu
bukti pembayaran jasa kepelabuhan, navigasi, bukti karantina
kesehatan, karantina hewan dan tumbuhan.

Berdasarkan hukum Kapal berlayar harus dilengkapi Surat
Persetujuan Berlayar (SPB) adalah Undang-undang RI Nomor 17 Pasal
219 tentang Pelayaran tahun 2008 dan PM 82 Tahun 2014. Penerbitan
Surat Persetujuan Berlayar (SPB) ialah Nahkoda mengajukan
permohonan tertulis kepada Syahbandar dengan lampiran Master
Sailing Declaration, dokumen muatan kapal serta bukti kewajiban
lainnya dan pemeriksaan administrasi terhadap dokumen serta surat
kapal, masa berlaku surat persetujuan berlayar (SPB) selama 24 jam
dari waktu penerbitan serta hanya untuk digunakan satu kali berlayar.
Yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan Surat Persetujuan
Berlayar (SPB) adalah Syahbandar.

Menurut saksi jika ada kapal yang saat melakukan pelayaran
tidak dilengkapi atau tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) maka
Kapal tersebut melanggar Pasal 323 ayat (1) jo pasal 2019 ayat (1),
Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Pelayaran
bisa dikatakan ilegal, kapal yang melakukan pelayaran harus dilengkapi
dengan atau memiliki alat komunikasi Radio serta kelengkapan yang
memenuhi persyaratan.

KLM Jaya Baitullah bisa dikatakan melanggar Hukum

Pelayaran karna tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) serta
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tidak dilengkapi alat komunikasi radio. Yang bertanggung jawab jika
sebuah kapal berlayar tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) serta
perangkat komunikasi radio adalah Nahkoda. Sanksi administrasi
apabila kapal melakukan pelayaran tanpa Surat Persetujuan Berlayar
(SPB) antara lain Pencabutan ijin usaha Kapal, pembekuan Lisensi
Nahkoda.
Selain dari keterangan para saksi, perlu untuk mendengar
keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
Berawal pada hari Kamis, tanggal 02 Agustus 2018 sekitar pukul
01.30 wita di wilayah perairan Indonesia tepatnya diperairan Laut Papela
Rote Timur terjadi tindak pidana pelayaran dan yang menjadi pelaku dalam
tindak pidana tersebut adalah terdakwa sendiri beserta 5 ABK (Anak Buah
Kapal). Terdakwa bekerja dikapal tersebut sejak 16 Juli 2018 hingga
sekarang dan mendapat gaji Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah).
Kapal berlayar dari Pemana Maumere, terdakwa membawa sertfikat
keselamatan, pas besar, surat ukur, buku sijil, buku kesehatan kapal serta
surat kecakapan berlayar Nakhoda, namun terdakwa tidak memiliki Surat
Persetujuan Berlayar (SPB). Kapal yang dinakhodai oleh terdakwa juga
tidak dilengkapi oleh perangkat komunikasi radio yang layak, perangkat
radio komunikasi yang ada dikapal tersebut sudah rusak
Terdakwa mengetahui bahwa kapal yang berlayar harus dilengkapi
Surat Persetujuan Berlayar (SPB) namun terdakwa lupa dan tidak

mengurusnya. Terdakwa juga mengetahui yang bertanggungjawab apabila
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sebuah kapal berlyar tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) adalah
nakhoda. Pemilik kapal yang di nakhodai terdakwa adalah Bapak La Hiri
Tiri.

Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 4 (empat) orang anak di
Maumer. Terdakwa sudah banyak berlayar dan baru satu kali ini terdakwa
tidak membawa Surat Persetujuan Berlayar (SPB), dalam keterangannya
diketahui bahwa di belum pernah dihukum sebelumnya dan terdakwa
menyesali perbuatannya.

Pertimbangan Hukum Hakim

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan
terdakwa, dan melihat barang bukti yang telah dihadirkan dalam
persidangan, majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan jaksa
penuntut umum yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yaitu
dakwaan kumuatif kesatu Pasal 323 ayat (1) Jo. Pasal 219 ayat (1) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran,
yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1) Setiap Orang
Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi
pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung
jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan (Pasal 1 ayat (41) Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran).
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Unsur Nahkoda dalam pasal tersebut menunjukkan tentang
subyek hukum (Natuurlijk Person), yang mampu dan dapat
bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya
tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang
dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana
atas perbuatan yang dilakukannya tersebut.

Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa Abu Hari
Nuru sebagai terdakwa dalam perkara ini yang ketika ditanya tentang
identitasnya telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat
dakwaan serta berdasarkan 1 (satu) buku surat kecakapan Nakhoda
atas nama Abu Hari Nuru, terdakwa merupakan seorang Nakhoda.
Terdakwa juga orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat
menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi
saksi dengan baik dan lancar berdasarkan hal-hal yang didapat dari diri
terdakwa selama pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, maka
dalam hal ini menurut Majelis Hakim, unsur nahkoda telah terbukti
menurut hukum.

Berlayar Tanpa Memiliki Surat Persetujuan Berlayar Yang
Dikeluarkan oleh Syahbandar

Berlayar dalam hal ini mengarah ke trasnfortasi perairan laut

yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik

Indonesia nomor 17 tahun 2008, Pelayaran adalah satu kesatuan sistem
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yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan
dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.

Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yaitu dokumen negara yang
dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar
(Pasal 1 angka 2 PM 82 Tahun 2014), Surat Persetujuan Berlayar
(SPB) tersebut merupakan bukti bahwa Kapal yang akan melakukan
pelayaran telah diperiksa, telah memenuhi persyaratan kelaiklautan
kapal serta telah memenuhi kewajiban dibidang pelayaran lainnya.

Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang
diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk
menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya
ketentuan  peraturan  perundang-undangan  untuk  menjamin
keselamatan dan keamanan pelayaran (Pasal 1 angka 3 PM 82 Tahun
2014).

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa
benar Terdakwa Abu Nari Huru selaku Nahkoda Kapal Layar Motor
(KIm.) Jaya Baitullah pada Hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira
jam 01.30 wita, bertempat di Perairan Papela Rote Timur pada posisi
S10735°27.0”S-123722°40.8T, telah berlayar dari Pemana Maumere
kemudian Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar dan
mengoperasikan kapal tanpa dilengkapi dengan perangkat komunikasi

radio dan kelengkapannya yang memenuhi persyaratan.
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Hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira jam 01.15 wita
Patroli Keamanan Laut (Patkamla) Lanal Pulau Rote berlayar di
Perairan sekitar Pulau Rote pada posisi S10” 34°57. 288”T 123" 23’
438. 8824” dan melihat Kapal Layar Motor (KIm) Jaya Baitullah
mendekat hingga jarak 50 (lima puluh) yards, kemudian
memerintahkan Klm Jaya Baitullah tersebut untuk berhenti untuk
melaksanakan pemeriksaan, kemudian anggota Patkamla melakukan
pemeriksaan ke dalam Klm Jaya Baitullah tersebut dan ditemukan
muatan barang bekas berupa baju, sepatu dan tas bekas dan tidak
dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan
oleh Syahbandar serta tidak dilengkapi dengan radio.

Melihat dari fakta hukum diatas dapat disimpulkan perbuatan
Terdakwa yang melakukan pelayaran tanpa memiliki Surat
Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar terlebih dahulu dapat
dikatakan telah melanggar peraturan hokum yang dimaksud dalam
Pasal 323 ayat (1) Jo. Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Persesuaian antara pengertian unsur-unsur tersebut diatas
dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka
menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur Berlayar Tanpa Memiliki
Surat Persetujuan Berlayar Yang Dikeluarkan oleh Syahbandar telah

terpenuhi dan terbukti menurut hukum.
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Selanjutnya Majelis Hakim menimbang surat dakwaan kedua

sebagaimana dijelaskan dalam pasal 307 jo pasal 131 ayat (2) Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran yang

unsur-unsurnya sebagai berikut:

1.

2.

Unsur “setiap orang.”

Unsur “melayarkan kapal tanpa dilengkapi dengan alat komunikasi
radio dan kelengkapannya dengan jelas, ukuran, dan daerah
pelayarannya.”

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

1) Unsur “ Setiap Orang” ;

Dimaksud “setiap orang” menurut Pasal 1 angka 61 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
adalah orang perseorangan atau korporasi . Unsur Setiap Orang
menunjukkan tentang subyek hukum (Natuvurlijk Person), yang
mampu  dan dapat  bertanggungjawab atas perbuatan  yang
dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf
maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus
pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya.

Di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan
Terdakwa Abu Hari Nuru sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang
ketika ditanya tentang identitasnya telah membenarkan identitas yang

tercantum dalam surat dakwaan. Terdakwa juga adalah orang yang
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sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama
pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab
semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi saksi
dengan baik dan lancar.

Berdasarkan hal hal yang didapat dari diri Terdakwa selama
pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut
Majelis Hakim, unsur Setiap Orang telah terpenuhi dan terbukti
menurut hukum
Unsur “mengoperasikan kapal tanpa dilengkapi dengan perangkat
komunikasi radio dan kelengkapannya sesuai dengan jenis, ukuran, dan
daerah pelayarannya”

Ketentuan pasal 1 angka 47 Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang dimaksud dengan
Telekomunikasi Pelayaran adalah telekomunikasi khusus untuk
keperluan dinas pelayaran yang merupakan setiap pemancaran,
pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan
informasi dalam bentuk apa pun melalui sistem kawat, optik, radio,
atau sistem elektromagnetik lainnya dalam dinas bergerak pelayaran
yang merupakan bagian dari keselamatan pelayaran.

Persesuaian antara pengertian unsur-unsur tersebut diatas
dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka

menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur mengoperasikan kapal



&9

tanpa dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio telah terpenuhi
dan terbukti menurut hukum.

Semua unsur dari Pasal Pasal 307 Jo. Pasal 131 ayat (2) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah
dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan
dalam dakwaan kedua Penuntut Umum; Berdasarkan fakta-fakta
hukum di persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal
yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan
pembenar yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, dan
oleh karenanya terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang
mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum
pidana.

Kesalahan yang dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang
setimpal dengan perbuatannya. Sebelum majelis hakim menjatuhkan
pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan
keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengabaikan standar keselamatan pelayaran
Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

- Terdakwa telah mengakui kesalahannya, merasa menyesal serta berjanji

tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
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- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga
3. Amar Putusan
Setelah mengetahui keterangan para saksi dan memeriksa alat bukti

di persidangan, maka majelis hakim yang dipimpin oleh Eman Sulaeman,

S.H sebagai hakim ketua, serta dibantu oleh Rosihan Luthfi, S.H, dan Abdi

Rahmansyah, SH sebagai hakim anggota, dengan memperhatikan pasal 323

ayat (1) jo, Pasal 219 ayat (1). Pasal 307 jo, pasal 131 ayat (2) Undang-

undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta

pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan lain yang ada keterkaitan

dengan perkara ini, maka amar putusan hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao

Nomor 60/Pid.B/2018/PN Rno adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abu Hari Nuru terbukti secara sah bersalah
melakukan tindak pidana "Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat
Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar dan
mengoperasikan kapal tanpa dilengkapi dengan perangkat komunikasi
radio dan kelengkapan yang memenuhi persyaratan® sebagaimana
dakwaan Komulatif Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan
pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
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. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buku surat kecakapan Nakhoda an. Abu Hari Nuru

- 1 (satu) buku surat kecakapan KKM an. CIPA

- 1 (satu) buah kapal dengan nama KLM. Jaya Baitullah (bendera
Indonesia, tonnage 51 GT, terbuat dari kayu, mesin Mitsubishi 6D15-
150 PS

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Abu Hari Nuru.

- 800 (delapan ratus) karung baju, tas dan sepatu bekas

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri

- 1 (satu) lembar Pas Besar

- 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan KLM

- 1 (satu) bundel buku kesehatan

- 1 (satu) bundel buku SIJIL

Tetap terlampir dalam berkas perkara

. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah)



BAB IV

TINJAUAN PUTUSAN HAKIM DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
SANKSI KOMULATIF TINDAK PIDANA PELAYARAN (STUDI PUTUSAN
NOMOR: 60/PID.B/2018/PN RNO)

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Sanksi Komulatif Tindak
Pidana Pelayaran (Studi Putusan Nomor: 60/Pid.B/2018/PN Rno) Bagi
Nahkoda Yang Melayarkan Kapal Tanpa Surat Ijin Dari Syahbandar Dan
Kapal Tidak Di Lengkapi Alat Komunikasi Radio.

Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD Republik Indonesia 1945 amandemen
ke-4 dijelaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Dalam
ketentuan pasal tersebut menjadi landasan konstitusional bahwa Indonesia
merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat). Hukum
ditempatkan sebagai satu-satunya aturan dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Maka telah jelas jika hukum adalah tatanan
kehidupan bermasyarakat di Indonesia, termasuk dalam hal peradilan pidana
yang dilakukan dengan prosedur yang tertuang pada peraturan perundang-
undangan.tertera pada pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 17 Tahun 2008
tentang Pelayaran (selanjutnya disebut UU pelayaran), pelayaran adalah
kesatuan sistem yang terdiri dari angkutan di perairan, kepelabuhan,
keselamatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan maritim.'*® Ada
beberapa tindakan kejahatan pelayaran yang diatur juga dalam KUHP yaitu,

terdapat didalam pasal 466, 469 dan buku tentang pelanggaran yang diatur

140 pasal 1 Undang-undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

92
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pada pasal 560, 561. Pelayaran merupakan kategori tindak pidana khusus yang
ketentuannya diatur juga diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana
(sehingga disebut KUHP). Selanjutnya muncul Undang-Undang No. 17 Tahun
2008 yang menggantikan Undang undang No. 21 Tahun 1992 tentang
Pelayaran.

Melakukan pelayaran terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan
oleh seorang nahkoda demi mejamin adanya keselamatan dan keamanan kapal
saat berlayar, salah satu faktor adalah faktor kelaiklautan kapal. Kelaiklautan
kapal merupakan faktor penting dalam melaksanakan keamanan serta
keselamatan kapal. Kasus tentang kelaiklautan kapal telah disinggung dalam
bab sebelumnya, didalam kasus ini telah diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Rote Ndao No. 60/Pid.B/2018/PN Rno pada tanggal 1 November 2018.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao memutuskan hukuman terhadap
terdakwa Abu Hari Nuru yang dalam amar putusan berbunyi bahwa terdakwa
telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melayarkan
kapal tanpa surat ijin dari syahbandar dan tanpa dilengkapi alat komunikasi
radio, dan penjatuhan sanksi terhadap terdakwa adalah pidana penjara selama
9 (sembilan) bulan.

Sebelum menjatuhkan putusannya, Majelis Hakim memperlajari dan
mempertimbangan alasan-alasan yang diajukan oleh penuntut umum. Majelis
Hakim merasa tidak ada yang salah dengan putusan Pengadilan Negeri Rote
Ndao, Menurut Majelis hakim perbuatan terdakwa telah sesuai dengan surat

tuntutan jaksa pada dakwaan, yaitu melanggar pasal 219 ayat (1) Undang-
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undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, dijelaskan bahwa setiap
kapal yang berlayar wajib memiliki surat persetujuan berlayar yang
dikeluarkan oleh Syahbandar. Mengenai ketentuan pidanannya di atur dalam
pasal 323 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 bahwa:!4!

(7) Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang
dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam pasal 219 ayat
(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda
paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

(8) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) megakibatkan
kecelakaan kapal sehiungga mengakibatkan kerugian harta benda dipidana
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling
banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(9) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengakibatkan kecelakaan
kapal sehingga mengakibatkan kematian dipidana penjara paling lama (10)
tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus
juta rupiah).

Selain harus memiliki Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar,
kapal juga harus dilengkapi kelengkapan yang memenuhi persyaratan, dalam
hal ini diatur dalam pasal 131 yang berbunyi:'4

(3) Kapal sesuai dengan jenis, dan daerah pelayarannya wajib dilengkapi
dengan perlengkapan navigasidan/atau navigasi elektronika kapal yang
memenuhi persyaratan.

(4) Kapal sesuai dengan jenis, ukuran, dan daerah pelayarannya wajib
dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio dan kelengkapannya yang
memenuhi persyaratan.

Mengenai ketentuan pidananya di atur dalam pasal 307 Undang-
undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang berbunyi:
“Setiap orang yang mengoperasikan kapal tanpa dilengkapi dengan perangkat
komunikasi radio dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal

131 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan
denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.

“Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
12]bid.
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Nahkoda merupakan bagian dari awak kapal yang memilki kewajiban
untuk menjadi pemimpin dan bertanggungjawab atas keselamatan, keamanan,

143 Dalam

dan ketertiban umum serta barang muat yang ada pada kapalnya.
pasal 342 Ayat (2) KUHD dijelaskan nahkoda diberi beban tanggungjawab
bila tindakan yang dilakukan dalam jabatannya itu merupakan kesengajaan
atau kelalaian, yang menimbulkan kerugian pada orang lain. Pertanggung
jawaban yang dimaksud adalah kesalahan pelaku yang terdiri atas kesengajaan
sebagai niat dan sengaja karena tau akibat dari sesuatu, serta kelalaian yang
dijalaskan dalam ketentuan pidana.!** Syahbandar memiliki kewajiban
mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan, dan ketertiban di
pelabuhan. Serta menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar kepada kapal yang
telah memenuhi persyaratan berlayar.

Persyaratan keselamatan kapal juga meliputi material, konstruksi,
bangunan, permesinan dan pelistrikan, stabilitas, tata susunan serta
perlengkapan alat penolong dan radio, dan elektronika kapal yang dibuktikan
dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.!*> Dalam

pasal 3 PERMEN Perhubungan No. 110 Tahun 2016 tentang pejabat

pemeriksa keselamatan kapal, permeriksaan dan pengujian dilakukan secara

143 pasal 41 angka 41 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

144 Rayyanda Fitria Surbakri, ,Pertanggungjawaban pidana Orang yang
MemperkerjakanSeseorang di Kapal Tanda Dokumen Yang Dipersyaratkan®,
https://repository.usu.ac.id/,diakses tanggal 10 juni 2019 pukul 00.21WIB.

145 https://www.pphbi.com/2016/12/23/pentingnya-keselamatan-kapal-sebagai-bagian-
darikelaiklautan-kapal/ diakses pada tanggal 10 Juni 2019 pukul 01.30 WIB.
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terus menerus sejak kapal dibangun hingga kapal tidak digunakan lagi.
Permeriksaan dan pengujian dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan
Kapal, Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal adalah pejabat pemerintah yang
merupakan aparatur sipil Negara dilingkungan Direktorat Jendral yang
mempunyai kualifikasi dan keahlian dibidang keselamatan kapal dan diangkat
oleh Menteri.'46

Dijelaskan bahwa ketika kapal melakukan pelayaran didapati kapal
tersebut tidak memiliki Emergency Position Indicating Radio Beacon
(EPIRB) dan Search and Rescue Redar Transponder (SART). dampak yang
diakibatkan apabila kapal tidak dilengkapi dengan peralatan memadai.
Emergency Position Indicating Radio Beacon (EPIRB) dan Search and Rescue
Redar Transponder (SART) merupakan salah satu peralatan penting dalam hal
komunikasi. Ketiadaan peralatan tersebut dapat mengakibatkan kecelakaan
kapal diperairan, maka perlunya pengawasan secara berkala terhadap kapal
yang telah lulus pemeriksaan dan pengujian sehingga menerima Surat Izin
Berlayar yang diterbitkan oleh Syahbandar. Sebagai pemimpin kapal, nahkoda
wajib mempertanggungjwabkan segala tindakannya terhadap kapal dan
muatannya dalam segala peristiwa dilaut. Sebagaimana diatur dalam pasal 342
ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Dagang pemberian beban
tanggungjawab kepada nahkoda apabila terjadi tindakan yang dalam

jabatannya merupakan kesengajaan atau kelalaian, yang menimbulkan

146 Peraturan Menteri Perhubungan No. 110 Tahun 2016 tentang Pejabat Pemeriksa
Keselamatan Kapal.
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147

kerugian terhadap orang lain.'*’ Kelalaian yang terjadi ini biasanya disebut

dengan human error, istilah ini biasanya digunakan sebagai kesalahan
manusia, operator system seperti masinis, pilot, kapten kapal, dan lainnya.!*®
Pengadilan mempunyai kewajiban untuk menegakkan hukum dan
keadilan, melindungi hak-hak terdakwa, saksi, dan korban dalam proses
peradilan efektif, memberikan putusan yang adil dan berdasar hukum, dan
menyiapkan arena publik untuk persidangan sehingga publik dapat
berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan.!* Sebagai
implementasi dari indepedensi dan kemerdekaan hakim dalam memutus
perkara pidana, maka fungsi hakim adalah memberikan perlindungan kepada
masyarakat melalui upaya penanganan dan pencegahan kejahatan, menjaga
hukum dan ketertiban, menghukum pelaku kejahatan sesuai dengan falsafah
pemidanaan yang dianut, serta membantu memberi nasehat pada korban
kejahatan.!°
Berdasarkan hal-hal tersebut, peneliti berpendapat :
1. Penjatuhan hukuman yang diberikan oleh hakim telah melanggar ketentuan
pasal 219 ayat (1) dan pasal 131 ayat (2) Undang-undang nomor 17 tahun

2008 tentang pelayaran dengan ketentuan pidananya diatur dalam pasal

323 ayat (1) dan pasal 307 Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang

147 pasal 342 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

148 Mohammad Vath Allam, et al, ,Analisis Human Error Terhadap Peralatan Komunikasi
dan Navigasi pada Kapal®, https://www.google.co.id/url?gcjeid=16, diakses pada tanggal 27 mei
2018.

199 Darmoko Yuti Witanto, Arya Putra Negara Kutawaringin, Diskresi Hakim. . ., 138

150 bid., 140.
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pelayaran. Hakim memutus dengan pidana penjara selama 9 (sembilan)
bulan, padahal ketentuan pasal 219 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.600.000.000,00
(enam ratus juta rupiah) dan pasal 307 yang berbunyi “Setiap orang yang
mengoperasikan kapal tanpa dilengkapi dengan perangkat komunikasi
radio dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling
banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.!>!

Seharusnya hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan pasal 323
ayat (1) jo pasal 219 ayat (1), dan paal 307 jo pasal 131 ayat (2) Undang-
undang nomor. 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Karena salah satu tujuan
sistem pemidanaan khusus yaitu untuk mengefektifkan pengaruh prevensi
general, khususnya bagi delik-delik yang dipandang membahayakandan
meresahkan rakyat.'>? Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana
adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan
penjahat. Pengaruh pidana ditujuk terhadap masyarakat pada umumnya
dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang
ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku
masyarakat pada umumnya untuk tindak melakukan tindak pidana.

Rumusan pemidanaan pasal 219 ayat (1) dan pasal 131 ayat (2)

dengan jelas menggunakan kata “dan” yang berarti hanya dimungkinkan

151 Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran.
152 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana, 2010), 123.
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penjatuhan pidana secara kumulatif. Artinya jika terbukti bersalah maka
pelaku haruslah dijatuhi pidana penjara dan denda yang merupakan 2 (dua)
jenis pokok. Bentuk kumulatif sanksi sebagaimana ditunjukkan dengan
kata “dan” disini tidak dapat disimpangi dengan menjatuhkan salah satu
bentuk pidana misalnya penjara atau denda saja.

Pasal 65 KUHP mengatur mengenai gabungan beberapa tindak
pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri. Pasal ini tidak
mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang
sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-
perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis.
Dengan demikian, apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana
yang berbeda pada waktu yang berbeda, maka tindak-tindak pidana
tersebut harus ditindak secara tersendiri dan dipandang sebagai tindak
pidana yang berdiri sendiri. Hukuman terhadap orang yang melakukan
tindak-tindak pidana tersebut kemudian dikumulasikan atau digabung
namun jumlah maksimal hukumannya tidak boleh melebihi ancaman
maksimum pidana terberat ditambah sepertiga.'>?

Keterangan diatas dapat diketahui bahwasanya hukuman denda
merupakan hukuman pokok yang harus disertakan dan sesuai dengan

ketentuan Undang-undang. Pemberian pidana tersebut tidak lain untuk

133 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt 52dc749cdefb3/tentang-kumulasi-pidana-
dalam-pasal-65-kuhp/., diakses pada hari minggu, tanggal 7 juli 2019.
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mewujudkan tujuan pemidanaan pada umumnya dan tujuan

diundangkannya Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran.

Melihat dampak yang ditimbulkan sangat besar dari ketidakadaan
Alat komunikasi radio dan tidak ada surat ijin dari syahbandar tersebut
yang sangat merugikan bagi masyarakat bangsa dan Negara.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan juga
tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf
maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana atas diri
terdakwa.

Alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan pidana
diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu:'>*

1. Pasal 44 dijelaskan karena jiwanya cacat atau terganggu karena
penyakit.

2. Pasal 48 dijelaskan adanya daya paksa.

3. Pasal 49 ayat (1) djelaskan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri/orang
lain, kehormatan kesusilaan, dan harta benda.

4. Pasal 49 ayat (2) dijelaskan pembelaan terpaksa yang melampui batas
disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau
ancaman.

5. Pasal 50 dijelaskan karena melaksanakan ketentuan Undang-undang.

6. Pasal 51 dijelaskan karena menjalankan perintah jabatan yang sah.

134 R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya
Lengkap Pasal Demi Pasal. (Bogor: Politeia, 1995)., 60.
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Fakta hukum yang terungkap, terdakwa adalah orang yang sehat
akalnya dan dalam melakuan tindak pidana tersebut tidak dalam keadaan
tepaksa. Terdakwa juga melawan hukum karena tindak mempunyai ijin
dari syahbandar untuk melayarkan kapal dan kapal tidak laiklaut karena
tidak dilengkapi alat komunikasi radio.

Tatang Kurniadi mantan ketua komite nasional keselamatan
transportasi, menjelaskan misalnya ada suatu kecelakaan maka diselidiki
oleh KNKT sebagai investigasi no blame, kemudian oleh KNKT kalau
ditemukan ada salah satu kapten atau nahkoda yang tindakannya kurang
pas, atau profesinya kurang bagus, atau kapasitas kekaptenannya atau
keawak kapalannya kurang, nah itu bisa dituntut di pengadilan atau di
mahkamah pelayaran.!>

Andi Zainal Abidin mengartikan hukum pidana meliputi; pertama,
perintah dan larangan, yang atas pelanggarannya atau pengabaiannya telah
ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan negara yang berwenang;
kedua, ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat
apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu;
ketiga, kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya
peraturan itu pada waktu dan di wilayah negara tertentu.'>°

Kesengajaan (dolus) merupakan salah satu unsur terjadinya tindak

pidana. Pada umumnya KUHP tidak memberikan definisi (batasan) tentang

155 https://www.hukumonline.com/berita/baca/It589ac0871a9¢c5/mengenal-pengadilan-profesi-
para-pelaut/ . diakses pada 4 agustus 2019. Pada pukul : 18.00 WIB
15 Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 4.
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kesengajaan. Menurut Wetboek van Srafrecht tahun 1908 mengartikan
kesengajaan sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan
perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-
undang.!'>” Suatu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja pasti
memiliki unsur dimana sipelaku mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang
oleh undang-undang dan dia tetap melakukannya. Teori kehendak yang
dikemukakan oleh Von Hippel menyatakan bahwa kehendak membuat
suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan
itu. Dengan demikian ,sengaja‘ adalah apabila akibat suatu tindakan
dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan
yang dilakukan tersebut.

Berdasarkan keterangan diatas, seharusnya hakim menjatuhkan
hukuman sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 323 ayat (1) jo pasal
219 ayat (1), dan pasal 307 jo pasal 131 ayat (2) Undang-undang nomor 17
tahun 2008 tentang pelayaran. Dengan menerapkannya, putusan hakim
dalam perkara ini akan dirasa lebih adil dan setimpal dibandingkan dengan
apa yang diputus dalam putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao nomor:
60/Pid.B/2018/PN Rno. Jika ada alasan khusus dalam pertimbangan hakim
yang membuat tidak diberikannya hukuman denda pada pasal 323 ayat (1)
jo pasal 219 ayat (1), dan pasal 307 jo pasal 131 ayat (2) Undang-undang
nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran seharusnya dicantumkan didalam

putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao nomor: 60/Pid.B/2018/PN Rno

137 Tbid., 174.
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sesuai dengan ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Putusan tersebut, majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkan
fakta yang ada bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pelayaran ini
bukan dengan hanya satu penggaran. Hal ini dapat diketahui dari fakta-
fakta yang ada dalam persidangan. Walaupun mengetahui bahwa
melayarkan tanpa ijin dari syahbandar dan tanpa alat komunikasi radio
adalah perbuatan kriminal, terdakwa tetap melakukannya. Hal itu
seharusnya menjadi pertimbangan majelis hakim dalam bagian hal-hal
yang memberatkan sehingga hukuman yang diberikan dapat disesuaikan
dengan tindak pidana yang terdakwa lakukan. Dengan ini rasa adil dan
setimpal akan lebih dirasa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam
persidangan.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Pertimbangan Hukum Hakim
Terhadap Sanksi Komulatif Tindak Pidana Pelayaran (Studi Putusan Nomor:
60/Pid.B/2018/PN Rno) Bagi Nahkoda Yang Melayarkan Kapal Tanpa Surat
Ijin Dari Syahbandar Dan Kapal Tidak Di Lengkapi Alat Komunikasi Radio.

Penerapan hukum pidana Islam dalam rangka menyelamatkan manusia
baik individual maupun sosial dari kerusakan dan menghilangkan hal-hal yang
menimbulkan kejahatan.!>® Hukuman yang diartikan dengan pidana, siksaan

atau ganti rugi merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang dan

158 Sahid HM, Epistemologi Hukum Pidana Islam, (Surabaya: Pustaka Idea, 2016), 85.
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melanggar aturan.'>® Hukuman harus mempunyai dasar baik dalam al-Qur’an,

hadis atau lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan menetapkan

hukuman.'®® Hukuman dimaksudkan untuk memberikan rasa derita yang harus
dialami oleh pelaku sebagai imbalan atas perbuatannya dan sebagai sarana
untuk mensucikan diri.

1. Memelihara masyarakat. Dalam hal ini, pentingnya hukuman bagi pelaku
Jjarimah sebagai upaya menyelamatkan masyarakat dari perbuatannya.

2. Upaya pencegahan atau prevensi khusus bagi pelaku. Apabila seseorang
melakukan tindak pidana, dia akan menerima balasan yang sesuai dengan
perbuatannya. Dengan balasan tersebut, pemberi hukuman berharap
terjadinya dua hal. Pertama, pelaku diharapkan menjadi jera sehingga ia
tidak akan mengulangi pebuatan yang sama di masa yang akan datang.
Kedua, orang lain tidak menerima perbuatan si pelaku dikarenakan akibat
yang sama nantinya juga akan dikenakan kepada orang yang meniru.

3. Upaya pendidikan dan pengajaran (za’dib dan tahdhib). Hukuman bagi
pelaku pada dasarnya sebagai upaya mendidik agar menjadi orang baik,
demikian juga masyarakatnya. Dia diajarkan bahwa perbuatan yang
dilakukan telah mengganggu hak orang lain baik materiil maupun moril.
Pemberian hukuman juga sebagai upaya mendidik pelaku jarimah agar

dapat mengetahui kewajiban dan hak orang lain.

159 Sahid HM, Pengantar Hukum Pidana Islam, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014),116.
160 Tbid., 124.
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4. Balasan atas perbuatan. Pelaku jarimah akan mendapat balasan atas
perbuatan yang dilakukannya. Dalam hal ini, setiap perbuatan dibalas
dengan perbuatan lain yang setimpal sesuai nilai keadilan.

Ulama Figh mengemukakan bahwa hukuman pada setiap tidak pidana
harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:!®!

1. Hukuman itu disyari’atkan

Sumber hukum yang telah ditetapkan dan diakui oleh syari’at
Islam. Perbuatan dianggap salah jika ditentukan oleh nas. Hal ini
didasarkan pada sumber-sumber shara’ seperti al-Qur’an, alSunnah, ijma’,
atau Undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (ul/i/
amri).'%? Prinsip ini yang dalam bahasa hukum disebut dengan istilah asas
legalitas.

2. Hukuman itu bersifat pribadi

Hukuman itu hanya dikenakan pada pelaku tindak pidana, karena
pertanggungjawaban tindak pidana hanya dipundak pelakunya, orang lain
tidak boleh dilibatkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang
kecuali dalam masalah diyat, pembebanan (ganti rugi) dapat ditanggung
oleh keluaganya. Ini mengandung arti bahwa hukuman harus dijatuhkan
kepada orang yang melakukan tindak pidana dan tidak mengenai orang lain

yang bersalah.

161 Makhrus Munajat, Dekontruksi Hukum Pidana Islam, (Y ogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 41
-44.
162 Sahid HM, Epistemologi Hukum. . ., 91.
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3. Hukuman bersifat universal

Hukuman itu bersifat universal dan berlaku bagi seluruh orang,
karena pelaku tindak kejahatan dinmuka hakim berlaku sama derajatnya,
tanpa membedakan apakah itu orang kaya atau miskin, rakyat atau
penguasa Sehingga dalam jarimah qisas bila pelakunya sekalipun penguasa
dikenakan hukuman pula. Adapun dalam hukuman ¢a ’zir, persamaan dalam
jenis dan kadar hukuman tidak diperlukan. Persamaan yang dituntut dari
hukuman fa’zir itu adalah persamaan dalam aspek dampak hukuman
terhadap pelaku, yaitu mencegah mendidik, dan memperbaikinya.!®?

Hukuman bagi pelaku jarimah sengaja berbuat pidana tidak
dijelaskan secara langsung dalam Al-Qur’an Maupun Hadis. Bagaimana
hukum Islam menyikapi persoalan ini akan menjadi pembahasan dibab ini.
Dalam hukum Islam pengertian tindak pidana pelayaran tidak akan
ditemukan, karena tindak pidana pelayaran ini merupakan suatu yang baru.
Oleh karena itu, hukuman bagi pelaku tindak pidana dengan sengaja
adalah ta’zir. Sebab dalam tindak pidana ini ditemukan adanya unsur
kesengajaan dari nahkoda yang tidak melarang awak kapalnya melayarkan
kapal dalam keadaan tidak laiklaut. Suatu tindakan dapat dikatakan
sengaja bila memiliki tiga unsur, antara lain:'®*
a. Unsur Formal

b. Unsur Material

163 Ibid., 92.
164 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 22.
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c. Unsur Moril
4. Mengerti bahwa perbuatan yang dilakukan itu dilarang dan diancam
dengan hukuman pidana.

Beberapa unsur-unsur yang telah dikemukakan penulis bebas dalam
melaksanakannya, pengetahuan bahwa perbuatannya dilarang, serta
adanya alat alat yang digunakan. menyimpulkan bahwa tindak pidana
kesengajaan harus memiliki unsur niat tidak baik dalam pelaksanaan,
akibat yang akan ditimbulkan, kehendak yang bebas dalam
melaksanakannya, pengetahuan bahwa perbuatannya dilarang, serta
adanya alat alat yang digunakan.

Teori kesengajaan dijelaskan bahwa niat merupakan unsur penting
dalam menentukan tindak pidana sengaja. Dalam teori ini juga dikenal
adanya teori kehendak dan teori pengetahuan. Teori kehendak yang
dengan erat hubungannya dengan niat dalam melakukan jarimah. Dan teori
pengetahuan yang erat hubungannya dengan pengetahuan akan akibat yang
akan terjadi dari perbuatan jarimah. Dalam hal tindak pidana yang
dilakukan nahkoda ini tidak menimbulkan matinya manusia, maka
hukuman bagi pelaku tindak pidana dengan sengaja diberikan kepada ulil

amri (kepala Negara) Sebagaimana diatur Q.S An-Nisa ayat 59 :

s 3 A DB A1 Ul Joal tpaely 0 1ALl LT 5 el g

Sl asly s S5 T e BU S5 GBS0 Uyl & ) 8,53



108

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul
(Nya), dan ulul amri, diantara kamu. Kemudian jika kamu
berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada
Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar
beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu
lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatya.”!®>

Al-Mawardi mendefinisikan #a’zir sebagai berikut :

Artinya: 7Ta’zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan

dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh

syara’ 166

Menurut Wahbah Zuhaili memberikan definisi fa’zir yang mirip

dengan definisi Al-Mawardi:'®’

HUSYs e 1oV il 3 apats D Eegpnddl AR £55 5

Artinya: 7Ta’zir menurut syara’ adalah hukuman yang ditetapkan atas
perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman
had dan tidak pula kafarat.

Hukuman yang ditetapkan dalam hal ini adalah hukuman ¢a’zir.

Menurut istilah, za’zir didefinisikan oleh Al-Mawardi adalah hukuman

yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya

belum ditetapkan oleh syara’. Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, ¢a’zir

adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang

165 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jawa Barat: Diponegoro, 2006).

16 Abu al-Hasan Ali al-Mawardi, Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah, (Dar Al-Fikr, Beirut,
1966),236. ~

167Wahbah Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, Juz V1, (Dar al-Fikr: Damaskus, 1989), 197.
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tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat. Dengan demikian, inti
dari jarimah ta’zir adalah perbuatan maksiat. Adapun yang disebut maksiat
adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan
yang diharamkan (dilarang).'®®

Jarimah ta’zir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan
ketentuan kadar hukumnya oleh syara’ dan menjadi kekuasaan walliyul
amri atau hakim. Menurut Ahmad Wardi Muslich, #a’zir juga merupakan
Jjarimah. Jarimah ta’zir adalah jarimah yang sebagian terbesar jarimalhnya
dan seluruh sanksinya ditentukan penguasa. Namun, ada sebagian kecil
Jjarimah ta’zir yang ditentukan syara’ walaupun dalam hal hukuman
diseahkan kepada kebijakan pemerintah. !

Dikalangan para ahli hukum Islam juga dikenal dengan adanya
sanksi denda dalam fa’zirini. Biasanya fa ’zir digunakan sebagai hukuman
pokok dan hukuman tambahan. Namun demikian para ulama tidak
menentukan batas tertinggi dan terendah dalam sanksi ¢a ’zir berupa harta
ini. Hal ini merupakan lapangan ijtihad bagi ulil amri (pemerintahan atau
penguasa) untuk menentukannya. Meskipun demikian, ada juga yang
berpendapat bahwa jarimah yang berkaitan dengan harta dapat dijatuhkan
hukuman penjara. Sanksi denda ini bisa merupakan hukuman pokok yang
dapat digabungkan dengan sanksi. lainnya, hanya saja dalam syariat Islam

tidak menentukan batas tertinggi dan terendah bagi hukuman denda ini dan

168 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 249.
169 Ibid., 250.
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hal ini diserahkan kepada hakim sesuai dengan keadilan dan tujuan
pemberian hukuman denda dengan mempertimbangkan jarimah-jarimah,
pelaku, dan kondisinya.!”?

Pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa adanya hukum adalah
untuk melindungi masyarakat dan memberi efek jera baik dalam
masyarakat atau diri pelaku itu sendiri dan dalam memberikan hukuman
harus memenuhi syarat-syarat dari sebuah hukuman. Tindakan pelaku
termasuk dalam jarimah ta’zir berkaitan dengan harta serta ta’zir yang
berkaitan dengan keamanan umum dan hukumannya ¢a zir yang berkaitan
dengan kemerdekaan. Jadi, atas keputusan hakim yang memutuskan
hukuman penjara 9 (sembilan) bulan dan yang mana hal tersebut terlalu
ringan untuk kalangan nahkoda juga tidak sesuai dengan pasal 323 ayat (1)
jo pasal 219 ayat (1), dan pasal 307 jo pasal 131 ayat (2) undang-undang
nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, karena mengingat akibat yang
disebabkan oleh tindak pidana ini sangatlah besar dan dapat merugikan
Negara.

Dianjurkan bagi hakim atau penguasa (ulul amri) untuk
memberikan hukuman ¢a’zir dengan seberat-beratnya untuk mendidik dan
memberikan efek jera agar tidak diulangi oleh para nahkoda yang lain, agar

mereka lebih waspada terhadap keselamatan dan keamanan kapal.

170 A Djazuli, Figh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), (Jakarta: PT.Raja
Grafindo Persada, 2000), 212-213.
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PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Berdasarkan penjabaran skripsi diatas dapat disumpulkan bahwa:
Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor: 60/Pid.B/2018/PN.Rno, hakim
mempertimbangkan mengunakan pasal pasal 219 ayat (1) dan pasal 131 ayat
(2) Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran dengan ketentuan
pidananya diatur dalam pasal 323 ayat (1) dan pasal 307 Undang-undang
nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Hakim memutus dengan pidana
penjara selama 9 (sembilan) bulan, padahal ketentuan pasal 219 ayat (1)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling
banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan pasal 307 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak
Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”. Seharusnya hakim menjatuhkan
hukuman sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 323 ayat (1) jo pasal 219
ayat (1), dan pasal 307 jo pasal 131 ayat (2) undang-undang nomor 17 tahun
2008 tentang pelayaran. Dengan menerapkannya, putusan hakim dalam
perkara ini akan dirasa lebih adil dan setimpal dibandingkan dengan apa yang
diputus dalam putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao nomor:

60/Pid.B/2018/PN Rno.
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2. Hukum Pidana Islam nahkoda ini bertentangan dengan hukum pidana islam
berkaitan dengan harta serta dalam hukum islam pengertian tindak pidana
pelayaran tidak akan ditemukan, karena tindak pidana pelayaran ini merupakan
suatu yang baru. Hukuman bagi pelaku jarimah sengaja berbuat pidana tidak
dijelaskan secara langsung dalam Al-Qur’an maupun Hadis. Oleh karena itu,
tindakan pelaku termasuk dalam jarimah ta’zir berkaitan dengan harta serta
ta’ziryang berkaitan dengan keamanan umum hukumannya adalah ta’ziryang
berkaitan dengan kemerdekaan. Sebab dalam tindak pidana ini ditemukan
adanya unsur kesengajaan dari nahkoda yang tidak melarang awak kapalnya
melayarkan kapal dalam keadaan tidak laiklaut.

B. Saran

1. Saran ini ditunjukkan kepada nahkoda agar dalam menjalankan tugasnya lebih
memperhatikan alat-alat komunikasi agar tidak terjadi hal semacam ini.

2. Saran ini ditunjukkan kepada majelis hakim agar dalam menjatuhkan putusan

sesuai dengan undang-undangnya.
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